BAB V
DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM
PASCA ORDE BARU

ndonesia adalah negara yang sebagian besar jumlah

penduduknya beragama Islam. Fakta sosial ini sudah selayaknya

menempatkan diri dalam membangun peradaban bangsa dan
dunia. Mau tidak mau suatu peradaban tersebut akan terbentuk oleh
warga atau umatnya. Perkembangan Islam yang ada di Indonesia
tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi
lain. Membaca dinamika pendidikan Islam di Indonesia cukup
penting. Sebab, dari hasil pembacaan itu kita sebagai umat Islam
dapat mengetahui bagaimana perkembangan Islam dan lembaga
pendidikannya di Indonesia setelah mengalami beberapa fase
perubahan dari waktu ke waktu.

Kalau kita mau mengamati secara mendalam perkembangan
pendidikan Islam di Indonesia maka kita harus mengamati mulai
dari Islam masuk, penyebaran, pengamalan, perkembangan, dan
kondisi yang sekarang kita alami di Indonesia. Sebab, peristiwa
sejarah merupakan problematika yang meliputi dimensi waktu masa
lampau, sekarang dan masa yang akan datang.

A. Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia

Dinamika pendidikan Islam di Indonesia dapat kita ketahui dari
segi jumlah maupun kualitasnya. Misalnya saja semakin banyaknya
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persebaran pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga Universitas atau Perguruan
Tinggi Islam yang merupakan basis penyebaran Islam di Indonesia.

Pendidikan merupakan faktor penting yang mempunyai andil
besar dalam pembangunan dan memajukan suatu bangsa, bahkan
peradaban manusia. Maksud dan tujuan diselenggarakan pendidikan
tak lain merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Pendidikan yang
rendah dan berkualitas akan terus mengundang para penjajah, baik
penjajahan secara fisik maupun non fisik, seperti penjajahan
intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial, politik, agama dan sejenisnya.

Hal tersebut senada dengan ungkapan “kebodohan bukanlah
karena penjajahan tetapi kebodohanlah yang mengundang
penjajah”. Bangsa Indonesia merdeka setelah proklamasi pada
tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ialah terbebasnya suatu
bangsa dari belenggu penjajahan. Bangsa yang sudah merdeka dapat
leluasa mengatur laju bangsa dan pemerintahan untuk mencapai
tujuannya. Benarkah demikian?

Kemerdekaan tidak sepenuhnya menyelesaikan berbagai
persoalan negara. Kemerdekaan politik sesudah masa penjajahan oleh
pemerintah Jepang dan Belanda itu lebih mudah dicapai dibandingkan
dengan rekonstruksi kultural masyarakat dan renovasi sistem
pendidikan kita, khususnya pendidikan Islam.

Mengamati perjalanan sejarah pendidikan Islam dari masa ke
masa sungguh menarik. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang,
misalnya, nasib pendidikan kita sungguh memprihatinkan. Dalam
lembaran sejarah tercatat, Belanda yang menduduki Indonesia selama
3,5 abad dan Jepang selama 3,5 tahun meninggalkan kesengsaraan,
mental dan kondisi psikologis yang lemah.

Dengan misi gold, glory dan gospel-nya mereka memengaruhi
pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin kolonial. Akan tetapi
kita sepatutnya bangga dengan perjuangan para tokoh Muslim pada
masa itu yang berupaya sekuat tenaga untuk berjuang dari belenggu
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penjajahan dan mengajarkan Islam dengan cara mendirikan dan
mengembangkan lembaga—lembaga pendidikan Islam seperti
madrasah, pesantren, majelis taklim dan sebagainya, guna bangkit
menuju kemerdekaan abadi yang berkemajuan.

Dari lembaga inilah kemudian lahir tokoh-tokoh muslim yang
berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan dan membela
risalah Islam. Materi yang dipelajari menggunakan referensi dan
kitab-kitab kuning berbahasa Arab seperti Safinah, Bulughul Marom,
dan sebagainya, selain ilmu jiwa dan ilmu hitung. Pada saat itu di
samping menuntut ilmu mereka harus berjuang melawan penjajah.

Itulah sekilas tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan
Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, bangsa Indonesia merasa
mampu menghirup angin segar di negerinya sendiri karena telah
terlepas dari penjajahan. Akan tetapi, sikap, watak dan mental bangsa
yang terjajah akan menjadi kendala tersendiri bagi perkembangan
negara, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam
pada masa Kemerdekaan ini dapat kita bagi menjadi beberapa periode:
(a). Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama, (b). Pendidikan Islam
pada Masa Orde Baru, dan (c). Pendidikan Islam pada Masa Reformasi.

1. Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Revolusi nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam
bentuk proklamasi kemerdekaan. Hal ini penanda sekaligus tahap
awal tercapainya kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat
Indonesia. Proklamasi mematahkan belenggu penjajahan dan
menciptakan hidup baru di berbagai bidang, terutama di bidang
pendidikan dirasakan perlu mengubah sistem pendidikan yang sesuai
dengan suasana baru. Pada bulan Oktober 1945 para ulama di Jawa
memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda dan
sekutunya.

Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap
perjuangan umat Islam. Sekadar untuk diketahui bahwa isi fatwa
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tersebut antara lain sebagi berikut: Kemerdekaan Indonesia wajib
dipertahankan. Pemerintah RI adalah satu-satunya pemerintah sah
yang wajib dibela dan diselamatkan. Musuh-musuh RI pasti akan
menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu, kita wajib mengangkat
senjata terhadap mereka. Kewajiban tersebut di atas adalah jihad fi
sabilillah.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat maka fatwa ulama tersebut
besar sekali artinya. Fatwa tersebut memberikan faedah sebagai
berikut. Para ulama dan santri-santri dapat mempraktikkan ajaran
jihad fi sabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian
kitab suci Fikih di pondok atau di madrasah. Pertanggungjawaban
mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna
terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI
tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan
pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan
kepada Departemen Agama dan Departeman P&K (Depdikbud). Oleh
karenaitu dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua
departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah
umum. Adapun pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh
Departemen Agama.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur
secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum
itu, pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti
yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di
masing-masing daerah. Pada tahun 1950 ketika kedaulatan Indonesia
telah pulih untuk seluruh wilayah Indonesia, maka rencana
pendidikan makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia
bersama yang dipimpin oleh Mahmud Yunus dari Departemen Agama
dan Mr. Hadi dari departemen P&K hasil dari panitia itu adalah SKB
yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 beberapa isinya di
antaranya: Pendidikan agama diberikan mulai kelas 1V Sekolah
Rakyat (Sekolah Dasar).
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Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat misalnya di
Sumatera, Kalimantan maka pendidikan Agama diberikan mulai
kelas 1 SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak
boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang lain yang
pendidikan agamanya diberikan muali kelas 1V.

Di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas diberikan
pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. Pendidikan agama
diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan
mendapat izin dari orang tua dan walinya. Pengangkatan guru agama,
biaya pendidikan agama dan menteri pendidikan agama ditanggung
oleh Departemen Agama.

Pada periode Orde Lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh
bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan yaitu: Dari tahun 1945-
1950 landasai idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila.
Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik
Indonesia Serikat (R1S), di negara bagian Timur dianut suatu sistem
pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda. Pada
tanggal 17 agustus 1950 dengan terbentuknya kembali negara
kesatuan RI landasan idiil pendidikan UUDS RI. Pada tahun 1959
Presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan
manifesto politik Rl menjadi haluan negara. Pada tahun 1945,
sesudah G 30 S/PKI kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan
UUD 45 secara murni dan konsekuen.

Di dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa di
dalam pelaksanaan pendidikan tentu ia akan diberikan kepada siswa
ataupun mahasiswa sebagai pelajaran pokok. Sila pertama ini terdapat
butir-butir Pancasila yang mesti diamalkan. Di sekolah-sekolah
didirikan pendidikan moral Pancasila dan salah satu butir sila
pertama ini adalah percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sesuai dengan ajaran masing-masing.

Menurut hemat peneliti, sejarah pendidikan Islam pada masa
Orde Lama ini tak lepas dari pengaruh sistem pendidikan kolonial
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pada waktu itu. Hal tersebut nampak dari kurikulum, model dan
strategi belajar mengajar serta arah kebijakan dan sasaran pendidikan
yang belum mengarah pendidikan untuk semua. Fakta sejarah bahwa
perempuan tak bisa menikmati bangku sekolah hanyalah satu dari
setumpuk kasus dan kisah memilukan itu.

2. Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Pendidikan Islam dalam masa Orde Baru mengalami dinamika
cukup signifikan. Berbeda dengan masa sebelumnya, Orde Lama,
nasib dunia Pendidikan Islam bisa dikatakan mengalami perubahan
yang cukup berarti. Bukan saja hal itu nampak pada sistem dan model
serta arah dan sasaran penyelenggaraan pendidikannya, tetapi juga
mulai pro-pendidikan untuk semua dan pendidikan sepanjang hayat.

Meski begitu, di zaman ini bukan berarti dunia pendidikan Islam
tak bermasalah. Masalah dunia pendidikan Islam tak bisa dilepaskan
dari suasana sejarah sosial dan politik bangsa ini. Secara historis,
sejak ditumpasnya G 30 S/PKI pada tanggal 1 oktober 1965 bangsa
Indonesia telah memasuki babak baru yang dikenal Orde Baru.
Perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru berlangsung melalui
kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan
pemuda yang disebut angkatan 1966. Sejak tahun 1966 para pemuda
dam mahasiswa melakukan demontrasi dijalan-jalan sebagian secara
spontan sebagian lagi atas perencanaan pihak lain mula-mula
memprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan sampai protes
terhadap Soekarno.

Sebagaimana dikemukakan di atas MPRS pada tahun 1966 telah
bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersih-
kan sisa-sisa mental G 30 S/ PKI. Dalam keputusannya bidang
pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian
sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari
Sekolah Dasar sampai Perguruan Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa
Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik.
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Periode ini disebut zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan
baru yang disebut angkatan 66. pemerintah Orde Baru bertekad
sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya
secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun
manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasar-
kan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan
pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat
dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada
umumnya.

Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun
1973 hingga sekarang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama
menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang
pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak
Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1989).

Pembangunan nasional memang dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia
seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian keseimbangan dan
keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara
bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin
berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia
dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan
seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang agama
adalah terbinanya keimanan bangsa Indonesia kepad Tuhan Yang
Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi antara
lahiriah dan rohaniah. Mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat
gotong-royong. Sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan
perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Ringkasnya, bila ditinjau dari segi falsafah negara Pancasila dari
konstitusi UUD 1945, dan dari keputusan-keputusan MPR tentang
GBHN, maka kehidupan beragama dalam pendidikan agama di
Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai
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berakhirnya Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap | dan
memasuki PJP 11 semakin ada kemajuan.

Begitu juga teknik pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-
sekolah umum mengalami perubahan-perubahan tertentu. Hal itu
tak lepas dari faktor luar yakni berkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek) serta perubahan sistem proses belajar mengajar,
misalnya tentang materi pendidikan agama diadakan pengintegrasian
dan pengelompokan, yang tampaknya lebih terpadu dan diadakan
pengurangan alokasi waktu.

Dalam era Orde Baru ini, selain menuai kemajuan ada beberapa
sisi kemunduran akibat sistem dan kebijakan yang lebih cenderung
sentralistik dalam melihat dan mengelola sistem pendidikan. Istilah
desentralisasi dan otonomi pendidikan belum menjadi agenda penting
di era ini. Budaya sentralisme dengan membiasakan kebijakan yang
cenderung top down kurang mengakomodir ide dan gagasan dari
kaum alit (bottom up) bukan elit, jarang ditemukan.

Sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa hubungan asimetris
antara negara dan dunia pendidikan pada masa Orde Baru sangat
nampak. Negara begitu kuat mendominasi semua sektor termasuk
pendidikan. Bentuk dominasi tersebut sekaligus menggambarkan
betapa dependensi dunia pendidikan terhadap negara sangat tinggi.t
Dependensi ini terlihat dalam berbagai bentuk “dukungan” dunia
pendidikan terhadap sistem sosial yang diciptakan negara. “Dukungan”
yang dipaksanakan tersebut muncul dalam berbagai dimensi.

Pertama, dalam dimensi politik, para pendidik mesti terhimpun
dalam organisasi yang menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar.
Homogenisasi organisasi pelajar menjelma dalam bentuk OSIS. Di
kampus ada NKK/ BKK yang memandulkan gerakan mahasiswa. Para
pimpinan perguruan tinggi dan sekolah lalu menjadi kepanjangan
tangan penguasa untuk menjaga stabilitas di lingkungan dunia

' Arif Satria, “Pendidikan dan Masyarakat Transisi,” dalam Republika, 2 Desember 2005.
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pendidikan tersebut. Tradisi berpikir kritis dan dialektis mau tidak
mau sulit berkembang.

Kedua, dalam dimensi keilmuan, di mana ilmu-ilmu yang
dikembangkan merupakan “dukungan” apa maunya negara. lImu-
ilmu sosial yang dikembangkan di pendidikan tinggi, misalnya,
merupakan ilmu-ilmu yang non-konfliktual. Pendekatan konflik
jarang dikenalkan, sebaliknya pendekatan struktural fungsionalisme
yang lebih menekankan keharmonisan dan keseimbangan sosial
sangat ditekankan. Ini merupakan justifikasi teoretis terhadap praktik
politik yang menekankan stabilitas waktu itu. Sekaligus menjelaskan
mengapa pendekatan struktural yang neo-marxis tidak berkembang.

Contoh lainnya dalam pendidikan pertanian, yang ternyata
didominasi oleh wacana beras, sehingga produk teknologi serta
perubahan sosial yang dikembangkan perguruan tinggi semua untuk
kepentingan produksi beras yang memang merupakan obsesi
penguasa waktu itu. Pendidikan pertanian tak mampu keluar dari
belenggu wacana beras untuk sejenak berpikir secara lebih
independen tentang visi pertanian masa depan. Akibatnya, dapat
dipahami mengapa kita tertinggal dari Thailand dalam pengembangan
teknologi hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Ketiga, dimensi pengajaran. Praktik pengajaran dalam
pendidikan didominasi oleh suatu model yang diistilahkan Paulo
Freire (1995) sebagai pendidikan “gaya bank”. Pendidikan diibaratkan
kegiatan “menabung”; guru jadi penabungnya dan murid jadi
celengannya. Pendekatan “gaya bank” memiliki asumsi bahwa anak
didik adalah objek yang kosong akan pengetahuan, sehingga harus
diisi. Dalam konsep ini, pengetahuan merupakan sebuah anugerah
yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpenge-
tahuan kepada mereka yang dianggap tidak berpengetahuan apa-
apa. Menurut Freire, menganggap bodoh secara mutlak kepada orang
lain merupakan ciri dari ideologi penindasan. Dalam pendidikan
macam ini, kreatifitas dan kritisisme sulit ditemukan. Tentu, manusia
yang muncul akan lebih bersifat mekanistik dan tidak menyejarah.
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Pengalaman pendidikan masa lalu tersebut menggambarkan
bahwa pendekatan pragmatik-teknokratik menjadi cirinya.
Lulusannya pun mudah ditebak, yakni hanya memiliki kecerdasan
teknokratik. Kecerdasan teknokratik hanyalah kecerdasan “mesin”
yang jauh dari persoalan moral, sosial, estetika, dan lainnya.

Bila dianalisis, sekurang-kurangnya ada sembilan point
kekeliruan pendidikan nasional kita dalam era ini, meliputi:

1). Pengelolaan pendidikan di masa lampau terlalu berlebihan
penekanannya pada aspek kognitif, mengabaikan dimensi-dimensi
lainnya sehingga buahnya melahirkan generasi yang mengidap split
personality, kepribadian yang pecah.

2). Pendidikan terlalu sentralistik sehingga melahirkan generasi
yang hanya bisa memandang Jakarta (ibu kota) sebagai satu-satunya
tumpuan harapan tanpa mampu melihat peluang dan potensi besar
yang tersedia di daerah masing-masing.

3). Pendidikan gagal meletakkan sendi-sendi dasar pembangunan
masyarakat yang berdisiplin.

4). Gagal melahirkan lulusan (SDM) yang siap berkompetisi di
dunia global.

5). Pengelolaan pendidikan selama ini mengabaikan
demokratisasi dan hak-hak asasi manusia.

6). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pendidikan
dan SDM dikalahkan oleh uniformitas yang sangat sentralistik.
Kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pendidikan menjadi
tidak tumbuh.

7). Sentralisasi pendidikan nasional mengakibatkan tumpulnya
gagasan-gagasan otonomi daerah.

8). Pendidikan nasional kurang menghargai kemajemukan
budaya, bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
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9). Muatan indoktrinasi nasionalisme dan patriotisme yang
dipaksakan—yakni melalui P4 dan PMP, terlalu kering sehingga
kontraproduktif.

3. Pendidikan Islam Pasca Orde Baru

Arah pembangunan Indonesia bergerak sejalan minat politik
rezim se-zaman. Bagi Soekarno, politics is the king dan ia rajin
mengubrak-abrik kabinet. Soeharto lebih percaya, economics is the
king (ekonomi adalah panglima) dan di kota-kota besar Indonesia
muncul gedung-gedung bertingkat, perumahan eksklusif, dan
berbagai fasilitas trendi yang memanjakan pemilik modal.

Semula, rezim Orde Baru amat yakin akan terjadi mukjizat yang
akan meneteskan hasil pembangunan kepada rakyat miskin. Kejayaan
politik dan ekonomi ternyata tak langgeng karena modal utama
pembangunan, yaitu manusia, terabaikan. Kondisi itu berlanjut
hingga kini karena bangsa kita kurang memiliki modal manusiawi
berkualitas yang diperlukan guna menopang pertumbuhan dan
kemajuan ekonomi. Sepertinya pemerintah selama ini tetap tak sadar
akan fungsi ekonomis pendidikan sehingga, akses terhadap
pendidikan dan kesehatan amat buruk dan ini membuat sepertiga
atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah
kemiskinan (Kompas, 24/7/2004).

Sebenarnya, bangsa ini tidak miskin harta. Kemiskinan kita
terutama kemiskinan hati: tak mau berbagi dan egois. Efeknya adalah
tak cukup uang untuk pendidikan sehingga anak-anak bangsa ini
menjadi bodoh dan karena masalah ini, akibatnya menjadi miskin.

Dinamika pendidikan Islam di era pasca Orde Baru ini tampaknya
terus mengalami perubahan. Pendulum seolah bergerak ke arah lain.
Bila di era Orde Lama cenderung “aristokratik” yang ditandai
pendidikan hanya untuk sebagian kelompok elite melaju ke arah
“birokratik-sentralistik” yang ditandai pendidikan untuk semua di
era Orde Baru. Sayangnya memang, di era Orba ini, pendidikan seolah
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mengalami kemandekan dan kejumudan yang ditandai dengan segala
kebijakan tidak mengakomodir kepentingan kaum alit bukan elite
semata.

Hal ini diperparah dengan sentralisme dan represifisme yang
kelewat batas hingga akhirnya rakyat di negeri ini tidak bisa lagi
menahan emosi hingga membubarkan kepemimpinan di era ini.
Sampailah harapan rakyat di era reformasi masuk dalam wilayah
“demokratik-desentralistik” di mana suasana keterbukaan dan
transparansi terus ditabuh dan disebar ke segala aspek kehidupan,
termasuk dalam dunia pendidikan.

Di era Pasca Orde Baru ini, pendidikan terus mengalami
perubahan dan perbaikan. Seiring dengan laju perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek), perubahan serta perbaikan
konsep pendidikan merupakan sebuah keniscayaan bagi lembaga
pendidikan tinggi. Tidak terkecuali yang berstatus negeri maupun
swasta, perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan menjadi tolak
ukur agar perguruan tinggi tetap diminati para calon mahasiswa.
Turunnya animo mahasiswa pada satu bidang keilmuan menandakan
bagaimana kualitas pendidikan yang tidak berubah dan stagnan.
Padahal belum tentu bidang keilmuan tersebut tidak mempunyai
prospek yang besar.

Menghadapi perubahan zaman sudah barang tentu konsep dan
orientasi pendidikan tinggi juga harus mampu menyesuaikan dengan
realitas yang ada. Tawaran konsep akan tercermin dari cara-cara
perekrutan calon mahasiswa, model pengajaran dan pendidikan
hingga kualitas lulusan. Dalam zaman modern seperti ini, sinergi
ketiga hal tersebut akan membuat perguruan tinggi dengan sendirinya
dicari para calon mahasiswa, tidak perduli swasta ataupun negeri.

Perubahan konsep pendidikan baru-baru ini yang boleh
dikatakan paling heboh adalah perubahan nama dari IAIN hingga
UIN yang berimbas pada konsep pendidikan yang semula hanya
berorientasi pada pengajaran agama berubah pada bidang-bidang
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keilmuan umum tanpa menanggalkan sisi religiusitas. Di perguruan
Universitas Muhammadiyah, gagasan pendidikan juga dirancang
dengan mengelaborasikan visi keilmuan dan keislaman yang hendak
mewujudkan konsep.

Akan tetapi yang sering kali tidak diungkapkan dalam visi besar
keunggulan dan pencapaian yang diingingkan oleh universitas, adalah
standar kualitas, terutama kualitas lulusan. Oleh karena itu, menarik
mengemukakan tulisan Ahan berikut ini bahwa ada lima hal yang
perlu diperhatikan menyangkut produk akhir dari perguruan tinggi
(PT). Pertama, PT harus mampu menciptakan sistem pendidikan
dan pengajaran yang mengkondisikan mahasiswa untuk cepat lulus
tanpa kehilangan makna mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan.
Cepat lulus berarti mahasiswa mampu memiliki kemampuan dan
pemahaman yang benar tentang bidang keilmuanyayang diminatinya.

Kedua, PT harus mampu membuat mahasiswa yang lulus
mempunyai IPK yang tinggi. IPK tinggi tentu juga bukan rekayasa
dan pemberian kemudahan nilai bagi mahasiswa. IPK menunjukkan
tingkat pengetahuan dan penguasaan keilmuan seorang mahasiswa.
Sebab, IPK tinggi juga merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa yang
lulus.

Ketiga, masa tunggu mahasiswa setelah lulus yang sedikit untuk
mendapatkan pekerjaan. Atau bahkan, dimungkinkan untuk
menelorkan konsep lulus langsung dapat kerja. Ini perlu dipikirkan
untuk mengurangi banyaknya pengangguran intelektual dari
kalangan sarjana.

Keempat, mahasiswa yang telah lulus dari PT harus mendapatkan
pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari dan
digeluti selama menjadi mahasiswa. Sebab, selama ini sudah banyak
sekali mahasiswa yang mendapat pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan
bidang keilmuannya.

Kelima, bagaimana caranya mahasiswa yang telah lulus selain
mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga mendapatkan gaji pertama
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yang tinggi. Untuk itu, perlu dikembangkan keterampilan mahasiswa
dalam kemampuan dan keterampilan berbahasa, negoisasi,
komunikasi, dan berorganisasi.

Pandangan lain dikemukakan oleh Rozihan (2005) dalam
artikelnya yang berjudul “Merombak Pendidikan Agama Islam”,
mesinyalir jika kredibilitas Departemen Agama dipertanyakan dalam
mengelola pendidikan, maka Depag harus legawa (rela) melepaskan
Universitas Islam Negeri (UIN) kepada Departemen pendidikan
Nasional. Hakikatnya UIN tidak berbeda dengan Perguruan Tinggi
yang di dalamnya mengelola Fakultas Agama.

Dalam konteks semacam ini, penulis sependapat bahwa
Departemen Agama seyogianya dapat melepaskan beban politis
ideologis; artinya, tidak perlu khawatir nilai dan pesan-pesan agama
terdistorsi, karena sudah ada Undang-Undang pendidikan Nasional
yang menjamin tumbuh berkembangnya nilai-nilai agama dalam
pendidikan formal di negeri ini.

Pendapat lain, adalah DR Ahmadi dalam pidato pengukuhan
guru besar Ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah I1AIN
Walisongo membuat perbandingan di negeri Belanda dalam
penelitiannya tahun 1993-1994 tentang Studi Agama, bahwa negara
yang menganut paham sekuler, masalah pendidikan Agama di
Perguruan Tinggi yang bermuatan pesan-pesan spiritualitas
dijembatani dengan peraturan perundang-undangan yang disebut
dengan Duplet Ordo dengan produk pendeta-pendeta Kristen yang
komit dengan agamanya. Jika Belanda mampu melaksanakan
pendidikan Agama di perguruan tinggi dengan pendekatan religius,
Indonesia dengan Pancasilanya sudah pasti lebih mampu.

Ahmadi menolak dikotomi lembaga pendidikan Islam.
Munculnya UIN, sebuah jelmaan IAIN/STAIN sebagai universitas
yang berlabelkan Islam telah mendiskreditkan perguruan tinggi
negeri lain yang tidak berlabelkan Islam menjadi tidak Islami.
Sederetan universitas yang dapat disebut seperti; UGM, Undip, ITB,
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dan Ul serta PTN lain serta universitas Islam swasta, telah banyak
memunculkan produk pakar santri dengan komitmen yang tinggi
terhadap Islam dan keindonesian.

Pemikiran Ahmadi tersebut merupakan catatan pertimbangan
dalam pendirian UIN ke depan. Analisis itu ditunjukkan dalam
konsep pengembengan kurikulum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang menggunakan pendekatan integratif dan interkonektif yang
dimaksudkan untuk membangun kurikulum yang inklusif dan
humanis.

Ahmadi lebih berpihak pada IAIN/ STAIN agar tidak terburu-
buru mengubah diri menjadi universitas. Karena, jika IAIN sebagai
PTAI mampu meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu
keislaman yang bergayut dengan problema kehidupan, IAIN akan
menjadi pesan khusus yang dicari masyarakat.

Dalam konteks ini, Ahmadi berpendapat bahwa pendidikan
Agama mempunyai peranan strategis dalam mengintegrasikan nilai-
nilai dalam seluruh kegiatan pendidikan. Implikasi dari pemaknaan
pendidikan Islam adalah reposisi pendidikan Islam dalam sistem
pendidikan nasional. Berikut ini adalah cuplikan sebagai tulisan atas
Ahmadi dalam kertas pidato pengukuhan guru besarnya yang
mengulas relevansi substansi antara pendidikan nasional dengan
pendidikan Islam.

Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai
dasar pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam
(Tauhid); kedua, pandangan terhadap manusia sebagai makhluk
jasmani-rohani yang berpotensi untuk menjadi manusia bermartabat
(makhluk paling mulia); ketiga, pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi
manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berbudi pekerti luhur (akhlak mulia), dan memiliki kemampuan untuk
memikul tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.
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Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada posisi konsep.
Ditinjau dari tataran universalitas konsep pendidikan Islam lebih
universal karena tidak dibatasi negara dan bangsa, tetapi ditinjau
dari posisinya dalam konteks nasional, konsep pendidikan Islam
menjadi subsistem pendidikan nasional. Karena posisinya sebagai
subsistem, kadangkala dalam penyelenggaraan pendidikan hanya
diposisikan sebagai suplemen.

Mengingat bahwa secara filosofis (ontologis dan aksiologis)
pendidikan Islam relevan dan merupakan bagian integral dari sistem
pendidikan nasional, bahkan secara sosiologis pendidikan Islam
merupakan aset nasional, maka posisi pendidikan Islam sebagai
subsistem pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai
suplemen, tetapi sebagai komponen substansial.

Artinya, pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat
menentukan perjalanan pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan
Islam berarti keberhasilan pendidikan nasional, begitu pula sebaliknya.
Oleh karena itu, pendidikan nasional sebagai sebuah sistem tidak
mungkin melepaskan diri dari pendidikan Islam. Secara yuridis hal
ini telah terakomodasi dalam Undang-Undang Sisdiknas no. 20 tahun
2003. Dengan terintegrasikannya sistem pendidikan nasional Islam
sebagai komponen substansial ke dalam system pendidikan nasional,
maka konsep lama yang membatasi pengertian pendidikan Islam
secara sempit hanya pendidikan keagamaan harus dihapuskan.

Implikasi politisnya adalah, kebijakan lama yang sampai
sekarang masih berlaku yaitu memisahkan antara pendidikan Islam
(keagamaan) yang dikelola dan dibina oleh Departemen Agama dan
pendidikan umum yang dibina dan dikelola oleh Departemen
pendidikan Nasional, harus ditinjau kembali. Upaya peninjauan
kembali peranan Depag sebagai pengelola pendidikan Islam
memerlukan pikiran jernih, dengan menghilangkan kegamangan dari
para elite muslim dan menanggalkan beban politis ideologis masa
lalu yang selama ini menggelayutinya, serta memfokuskan pada
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pertimbangan pedagogis dan akademis. Jika hal ini dapat dilakukan,
maka akan lahir kebijakan yang reformatif, yaitu: pengelolaan
pendidikan Islam yang selama ini berada di tangan Departemen
Agama diserahkan kepada Departemen pendidikan Nasional, dengan
pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, situasi dan kondisi sosio-kultural-politik sudah
berubah. Kalau kekuatan sosio politik pada awal kemerdekaan
terbelah tajam secara ideologis menjadi nasionalis sekuler dan
nasionalis Islam yang keduanya terlibat dalam pergumulan politik
ideologis sedemikian keras, maka sekarang sudah berubah. Kalau
para tokoh nasionalis Islam di awal kemerdekaan memperjuangkan
masuknya pendidikan Islam (keagamaan) dalam pengelolaan
Departemen Agama merupakan keharusan sejarah (dlaruri), maka
tidak demikian halnya di waktu sekarang. Sekarang Pancasila sebagai
ideologi bangsa sudah merupakan common platform. Aspirasi politik
umat Islam sudah menyebar ke semua partai politik yang ada dan
tidak utuh lagi.

Bahkan parpol yang berlabel Islam tidak memiliki kekuatan
penentu. Oleh karena itu klaim bahwa Departemen Agama sebagai
representasi kumpulan semua kekuatan sosio-politik Islam dan
sebagai satu-satunya penyangga pilar pendidikan Islam sudah tidak
relevan lagi. Kedua, dualisme sistem kelembagaan pendidikan di
Indonesia (pendidikan keagamaan oleh Departemen Agama dan
pendidikan umum oleh Depdiknas) menurut Zamakhsyari Dhofier
merupakan suatu keunikan. Menurut hemat saya dualisme semacam
itu dalam kondisi sekarang merupakan suatu keanehan yang perlu
diluruskan. Manajemen modern mengenalkan prinsip efektivitas,
efisiensi, dan fungsional sebagai kunci keberhasilan manajemen. Oleh
karena itu, penyerahan otoritas pengelolaan pendidikan Islam ke
Depdiknas berarti melaksanakan prinsip ini.

Ketiga, secara teoretis pengembangan ilmu pengetahuan akan
optimal, manakala bebas dari tekanan berbagai kepentingan lain
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terutama politik, sebagaimana kata syair Al-’ilmu la yumkinu an
yanhadladla illa idza kana khurran (ilmu tak akan berkembang
kecuali ada kebebasan). Kehidupan modern mengenal adanya
bermacam-macam institusi seperti politik, ekonomi, budaya, agama,
dan pendidikan. Masing-masing memiliki wilayah garapan dan
penataan sendiri-sendiri. Lembaga pendidikan sebagai pranata ilmu
pengetahuan harus terlepas dari tekanan institusi lain.

Keempat, wilayah garapan pendidikan yang selama ini dikelola
oleh Depag sudah sedemikian luas, tidak hanya pendidikan agama
dan keagamaan, tetapi mencakup hampir semua bidang ilmu
pengetahuan, sehingga kelebihan beban (over loaded). Kalau hal ini
diteruskan berarti pemaksaan diri karena memberikan beban tugas
di luar batas kemampuannya.

Kelima, dalam menentukan kebijakan pengelolaan pendidikan,
terutam yang berkaitan dengan masalah akademis selama ini Depag
selalu mengikuti kebijakan Depdiknas. Depag sebagai pengikut
konsekuensinya selalu di belakang, artinya menunggu kebijakan yang
akan dikeluarkan oleh Depdiknas. Di kalangan dosen hal ini sangat
dirasakan karena kenaikan pangkat lektor kepala dan guru besar
ditentukan oleh Depdiknas. Sedangkan contoh paling mutakhir
adalah mengenai pengembangan kurikulum dengan pendekatan
kompetensi (KBK). Dengan demikian berarti Depag tidak memiliki
otoritas, sehingga inovasi dan kreativitas menjadi terbatas.

Keenam, kalau kita sepakat perlunya mewujudkan pendidikan
nondikotomik, maka dengan menempatkan pendidikan Islam pada
satu atap di Depdiknas berarti sudah menghilangkan pendidikan
dikotomik, sekurang-kurangnya dari aspek kelembagaan.

4. Potret Pendidikan Islam di Era Reformasi

Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa
transisi ini dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan
hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk
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reformasi di bidang pendidikan. Pada era reformasi ini, masyarakat
Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek
kehidupan.

Menurut Tilaar (1999), masyarakat Indonesia kini sedang
berada dalam masa transformasi dan reformasi. Era reformasi telah
lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam
semua aspek kehidupannya. Euforia domokrasi sedang marak dalam
masyarakat Indonesia. Di tengah euforia demokrasi ini lahirlah
berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang
satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan
mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-
citakan di masa depan.?

Upaya untuk membangun suatu masyarakat, bukan perkerjaan
yang mudah, karena sangat berkaiatan dengan persoalan budaya dan
sikap hidup masyarakat. Diperlukan berbagai terobosan dalam
penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan, “dengan kata lain
diperlukan suatu paradigma-paradigma baru di dalam menghadapi
tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Thomas Kuhn.
Menurut Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi
dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang
dijalankan akan memenuhi kegagalan”.?

Berbicara masalah reformasi pendidikan, banyak substansi yang
harus direnungkan dan tidak sedikit pula persoalan yang membutuh-
kan jawaban. Sektor pendidikan memiliki peran yang strategis dan
fungsional dalam upaya membangun suatu masyarakat. Pendidikan
senantiasa berusaha untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang
muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu
perubahan, karena pendidikan sebagai “sarana terbaik yang didisain
untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak

2 H.A.R.Tilar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21,
(Magelang: Tera Indonesia, 1998), 3.

3 Ibid,. 245.
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akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga
sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang
dalam pendidikan mereka”.

Jika kita mau berpikir dengan menempatkan pendidikan dalam
dataran rohani, pendidikan tidak memiliki titik henti yang sudah pasti
terminalnya, tetapi merupakan sebuah roda yang terus berputar
seiring dengan denyut kehidupan itu sendiri. Di sinilah dinamikan
pendidikan akan senantiasa tampak dalam dialog segar dan mampu
membuka wacana berpikir bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan
mencari jejak jalannya sendiri. Khususnya memasuki masa milenium
ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan, dan agar
kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan
duniakita sendiri, maka pendidikan Islam dalam perkembangannya
setidaknya didisain untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut,
agar merupakan sebuah potret di kemudian hari.*

Milenium ketiga baru saja kita tiba. Tentu saja bekal hidup pada
millennium tersebut harus berbeda dengan bekal hidup kita pada
milenium kedua, khususnya pada abad ke-19-20. Kehidupan pada
milenium ketiga benar-benar berada pada tingkat persaingan global
yang sangat ketat. Artinya, siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan
kualitas global, akan tersingkir secara alami dengan sendirinya.’ Salah
satu paradigma yang berbeda adalah paradigma di dalam aspek
stabilitas dan predikbilitas, bila pada milenium kedua orang selalu
berfikir bahwa segala sesuatu itu stabil dan bisa diprediksi, pada
milenium ketiga semakin sulit untuk melihat adanya stabilitas.®

4 Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki
Milenium [1l, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), 1-2.

5 Ibid., 2.

6 Djamaluddin Ancok, Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Manusia di Milenium
Ketiga, (Yogyakarta: Ull Press, 1998), 2.
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Untuk menghadapi kondisi milineum ketiga yang semakin tidak
bisa diprediksi tersebut, diperlukan kesipan sikap mental manusia
untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat. Orang tidak bisa
lagi bersifat reaktif, hanya menunggu dan menghindari setiap
persoalan atau risiko demi risiko, dengan mempertahankan status-
gua. Tetapi pada era milineum ketiga, orang lebih bersifat proaktif
dengan memiliki toleransi atas ketidakjelasan yang terjadi akibat
perubahan dengan tingkat dinamika yang tinggi. Pertanyaannya,
sudahkan kita siap untuk menghadapi perubahan tersebut? Kelihatan-
nya belum. Itulah sebabnya perlu selalu melakukan pembaruan
dalam bidang pendidikan Islam dari waktu ke waktu tanpa henti.

Nampaknya, kita tidak boleh lagi selalu membanggakan
keberhasilan pendidikan pada masa lampau [bukan melupakan
sejarah], karena “tanpa mengkaji ulang relevansi keberhasilan itu
dengan setting kehidupan global masa kini dan masa yang akan
datang”.” Maka, untuk mewujudkan reformasi yang sedangkan
digulirkan sekarang ini, nampaknya perlu kita “memperhatikan
metafora John F.Kennedy yang dikutip oleh Colling [1993:22] yaitu
“Change is a way of life. Those who look to the past or present will
miss the future”.

Metafora tersebut menurut Suyanto, pantas diterjemahkan
dalam kepentingan reformasi pendidikan kita. Artinya, dalam
melakukan reformasi pendidikan kita harus tetap berpegang pada
tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global. Kita
semua perlu melakukan intropeksi, apakah sekiranya sebagai bangsa,
kita sudah yakin memiliki kemampuan seperti yang dituntut dalam
persaingan global pada milenium ketiga nanti”.®

Apabila kita berbicara kemampuan dan kesiapan sebagai anak
bangsa, tampaknya kita belum siap benar menghadapi persaingan
global pada milenium ketiga. Tenaga ahli kita belum cukup memadai

7 Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi..., 2.
5 Ibid., 2-3.
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untuk siap bersaing di tingkat global. Apabila “dilihat dari pendidikan-
nya, angkatan kerja kita saat ini sungguh sangat memprihatinkan.
Sebagian besar angkatan kerja (53%) tidak berpendidikan, yang
berpendidikan dasar sebanyak 34%, berpindidikan menengah 11%,
dan berpendidikan tinggi hanya 2%. Padahal tuntutan dari dunia kerja
pada akhir pembangunan jangka panjang Il nanti mengharuskan
angkatan kerja kita berpendidikan”.®

Sebenarnya sektor pendidikan menjadi tumpuan harapan dan
memiliki peran strategis dan fungsional dalam upaya membangun
dan meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan
sebenarnya selalu didesain untuk senantiasa berusaha menjawab
kebutuhan dan tantangan yang muncul di masyarakat sebagai
konsekuensi dari suatu perubahan. Tetapi pada kenyataannya,
kondisi “pendidikan kita masih melahirkan mismatch yang luar biasa
dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi seperti ini juga berarti bahwa
daya saing kita secara global amat rendah.*

Apabila kita direnungkan kondisi sekarang ini, dengan munculnya
kekerasan, masyarakat bertindak menghakimi sendiri, dan berbagai
macam bentuk perilaku kekerasan, menggambarkan bangsa ini
sedang sakit. Nampaknya ada sesuatu yang “salah” dari reformasi,
apakah sistem pendidikan yang “salah” karena hanya “membentuk”
manusia-manusia yang tidak “mampu”, menjadi beban, dan brutal,
ataukah merupakan ekses dari kebijakan dan paraktik pendidikan di
masa “rezin Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pen-
didikan yang tidak mampu melakukakn pemberdayaan masyarakat
secara efektif.*

Walaupun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu
menunjukkan prestasi yang cukup baik di bidang pendidikan. Dan

9 Boediono, Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 82.
0 Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi..., 3.

" Soleh Salahuddin, Urgensi Reformasi Pendidikan dalam Menuju Indonesia Baru, Menggagas
Reformasi Total, editor Musa Kazhim (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1998), 303.
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patut diakui kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif bisa
kita rasakan selama Orde Baru.? Namun keberhasilan kuantitatif ini,
belum terlihat pemberdayaan masyarakat secara luas, sebagai cermin
dari keberhasilan suatu sistem pendidikan, dan tidak pernah terjadi.
“Mengapa demikian? Karena Orde Baru, setelah lima tahun pertama
berkuasa, secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan
yang memiliki visi dan misi utama untuk melestarikan kekuasaan
dengan berbagai cara dan metode.

Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah
satu instrumen untuk menciptakan safetynet bagi pelestarian
kekuasaan. Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu, melahirkan
kebijakan pendidikan yang bersifat straight jacket”.®* Pendidikan
produk Orde Baru belum bisa diharapkan untuk membangun dan
pemberdayakan masyarakat, karena pendidikan yang berjalan pada
masa Orde Baru dan produknya dapat dirasakan sekarang ini, sebatas
pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan, dan kreativitas dipasung.
Menurut Tilaar, bahwa “sistem pendidikan nasional sangat erat
kaitannya dengan kehidupan politik bangsa pada saat itu.

Maka selama Orde Baru telah tercipta suatu hidupan bangsa
yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Pemerintah Orde Baru
yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang
tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu
struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan
sekelompok kecil rakyat Indonesia.** Patut diakui, bahwa produk
pendidikan Orde Baru, masih berpengaruh sampai sekarang ini.
Sedangkan kehidupan politik bangsa sekarang sudah mengalami
perubahan yaitu memasuki era reformasi, sehingga paradigma yang
digunakan pada era Orde Baru tidak dapat digunakan pada era

2 Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi..., 5.
B Ibid., 7.

% Tilar, Beberapa Agenda Reformasi..., 4.
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rfoemasi, karena pada era reformasi menuntut kembali kedaulatan
rakyat yang telah hilang.

Sementara dalam usaha merubah kehidupan masyarakat, baik
pada pola pikir, pandangan, dan tindakan masih menggunakan
paradigma Orde Baru. Maka, pada era reformasi sekarang yang
sedang bergulir ini, seharusnya pendidikan nasional dikembalikan
kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat dengan
mengembalikan kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri.

“Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi
baru masyarakat Indonesia yaitu suatu masyarakat madani
Indonesia”.®® Hal ini, juga terjadi pada pendidikan Islam, karena
pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem
pendidikan nasional Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, pendidikan Islam harus
diupayakan untuk direformasi, karena posisi pendidikan sebagai sub
sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari kehidupan politik
bangsa yang sedang mengalami perubahan.

Mencermati kondisi sekarang ini apa yang perlu dilakukan,
nampaknya hal yang urgen adalah kita harus menyusun langkah-
langkah untuk reformasi pendidikan dan harus melepaskan diri dari
paradigma Orde Baru, karena pola pikir kita, pandangan, bertindak
dan berbuat sekarang ini masih menggunakan paradigma produk
pendidikan selama era Orde Baru. Maka “untuk menghapuskan ciri
dan ekses negatif proses dan hasil pendidikan selama Orde Baru,
pemerintah sekarang perlu dengan sadar mengambil berbagai
kebijakan reformasi secara substansial, dan kebijakan tersebut perlu
memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi
oleh bangsa ini.'®

Untuk menjawab persoalan tersebut, saat ini pemerintah telah
memiliki tujuh poin arah kebijakan program pendidikan nasional

5 Ibid., 2-4.
© |bid., 8.
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yang digariskan dalam GBHN 1999-2004, sebagai beriktu: Pertama,
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu tinggi. Kedua, meningkat kemampuan
akademik dan profesional. Ketiga, melakukan pembaruan sistem
pendidikan termasuk kurikulum. Keempat, memberdayakan lembaga
pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Kelima, melakukan
pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan
prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Keenam,
meningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik
masyarakat maupun pemerintah. Ketujuh, mengembangkan kualitas
sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah”.t’

Tujuh poin strategi arah kebijakan program pendidikan nasional
yang dicanangkan bisa diharapkan dan meyakinkan bahwa pendidikan
nasional kita secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber
daya manusia yang benar-benar memiliki keunggulan konpetitif di
masa akan datang. Maka dengan tujuh poin sasaran kebijakan program
pendidikan nasional tersebut, perlu dijabarkan secara operasional
dengan menata kembali kondidisi pendidikan nasional kita yaitu
perlu ditempuh berbagai langkah baik pada bidang manajemen,
perencanaan, sampai pada praksis pendidikan di tingkat mikro.

Beberapa usulan langkah-langkah reformasi pendidikan
nasional untuk menyongsong millennium ketiga adalah sebagai
berikut: Pertama, merumuskan visi dan misi pendidikan nasional
kitayaitu: “(1) Pendidikan hendaknya memiliki visi yang berorientasi
pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses
pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis.
(2) Pendidikan hendaknya memiliki misi agar tercapai partisipasi
masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh
komponen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi terdidik”.’®

7 GBHN, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor IVIMPR/1999, Tentang GBHN (Garis-
garis Besara Haluan Negara), (Surabaya: Arkola, 1999), 23-24.

® Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi..., 8-9.
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Pendidikan Islam perlu melakukan pembaruan dengan
mewujudkan visi dan misi baru. Karena apabila kita ingin melakukan
perubahan pendidikan Islam menuju masyarakat global pada
milineum ketiga harus mempunyai visi yang jelas, “yaitu visi yang
sesuai dengan konstitusi ialah mewujudkan hak-hak asasi manusia
dan mengembangkan tanggung jawab anggota masyarakat yang
dicita-citakan”.®

Oleh karenanya, sistem pendidikan Islam perlu mengorientasikan
diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam
masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan yang
terjadi.?° Maka, pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sebagai
sub-sistem pendidikan nasional, juga ikut mengalami perubahan
politik bangsa pada era reformasi ini dituntut untuk merumuskan
kembali visi pendidikan Islam yang baru untuk mewujudkan
perannyayaitu membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang
mempunyai identitas berdasarkan budaya Islam Indonesia.

Pembaruan Pendidikan Islam adalah suatu keharusan. Sebab,
pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia,
negara, maupun pemerintah. Karena penting, maka pendidikan harus
selalu ditumbuhkembangkan secara sistimatis oleh para pengambil
kebijakan yang berwenang di Republik ini.?! Upaya pendidikan yang
dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan
dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Pendidikan
selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun
perubahan masyarakat. Maka, mau tidak mau pendidikan harus
didisain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan
akan ketinggalan. Oleh karena itu, tuntutan perubahan pendidikan
selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada konsep,

¥ Tilar, Beberapa Agenda Reformasi..., 3-4.

® Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru,
(Jakarta: Logo Macana llmu, 1999), 57.

2 Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi..., 17.
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kurikulum, proses, fungsi, tujuan, manajemen lembagalembaga
pendidikan, dan sumber daya pengelolah pendidikan.

Pembaruan pendidikan merupakan suatu proses multi
dimensional yang kompleks, dan tidak hanya bertujuan untuk
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi
terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-
aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang
baru dan senantiasa berorientasi pada kebutuhan dan perubahan
masyarakat.?? Oleh karena itu, upaya pembaruan pendidikan tidak
akan memiliki ujung akhir sampai kapanpun. “Mengapa demikian?
Karena persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan
kehidupan manusia itu sendiri masih ada.

Pembaruan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri, apalagi
dalam abad informasi seperti saat ini, tingkat obselescence dari pro-
gram pendidikan menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena
perkembangan teknologi yang digunakan oleh masyarakat dalam
sistem produksi dapat mengembangkan teknologi dengan kecepatan
yang amat tinggi kerana ia harus bersaing dengan pasar ekonomi
secara global, sehingga perhitungan efektivitas dan efesiensi harus
menjadi pilihan utamanya.

Tetapi sebaliknya disisi lain, “dunia pendidikan tidak dapat
dengan mudah mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di
masyarakat sebagai akibat sulit diterapkannya perhitungan-
perhitungan ekonomi yang mendasarkan pada prinsip efesiensi dan
efektivitas terhadap semua unsurnya. Tidak semua pembaruan
pendidikan dapat dihitung atas dasar efisiensi dan untung rugi karena
pendidikan memiliki misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi,
yaitu misi kemanusiaan”.®

Suatu usaha pembaruan pendidikan karena adanya tantangan
kebutuhan dan perubahan masyarakat pada saat itu, dan pendidikan

2 Jusuf Amir Faisal, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 65.

2 Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi...., 17-18.
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juga diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu
mengatasi kebutuhan dan perubahan masyarakat tersebut. Dengan
demikian, pendidikan sebenarnya lebih bersifat konservatif, karena
selalu mengikuti kebutuhan dan perubahan masyarakat. Sebagai
contoh, misalnya, pada masyarakat agraris, konsep pendidikan
didesain agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat pada era tersebut, begitu juga apabila perubahan
masyarakat menjadi masyarakat industrial dan era informasi, maka
pendidikan juga didisain mengikuti irama perkembangan masyarakat
industri dan masayarakat era informasi, dan seterusnya.

Demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan, kalau
tidak pendidikan akan ketinggalan dari perubahan zaman yang begitu
cepat. Sebagai ilustrasi, pada saat Amerika mengejar kemajuan
teknologi ruang angkasa Rusia, maka pada saat itu pendidikannya
ditekankan pada Iptek. Demikian juga pada saat Amerika mengejar
kemajuan ekonomi Jepang dan Jerman, maka pada saat itu
pendidikannya ditekankan pada ekonomi. Dan akhir-akhir ini, ketika
dirasakan lemahanya integrasi bangsa Amerika, maka pendidikan
ditekankan untuk membangun integrasi bangsa.

Dengan indikator tersebut, akan menjadi lebih mudah meng-
identifikasikan krisis pendidikan yang terjadi, dengan didasarkan
pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan
pendidikan itu.?* Ketika dunia menghadapi gerakan globalisasi,
Amerika Serikat, dalam dokumen America 2000: An Education
Strategy, terdapat enam tujuan pendidikan nasional Amerika Serikat.
Salah satunya bahwa Amerika Serikat memanginginkan memiliki
pengaruh secara global. Maka untuk mencapai cita-cita itu,
pendidikan nasional diformulasikan sebagai: US students will be first
in the world in science and mathematics achievement.®

% Anas Syahrul Alimi dan M.Fadhilah Zaidie (editor), Reformasi dan Masa Depan Pendidikan
Indonesia, Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar,MS, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), 29.

% Suyanto dan Hisyam, Refleksi dan Reformasi..., 22.
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Dengan demikian, Amerika Serikat dalam salah satu strategi
pendidikannya menginginkan mahasiswa dan para pelajarnya
memiliki prestasi yang unggul di dunia dalam hal menguasai ilmu
pengetahuan dan matematika. Keadaan pendidikan di Indonesia telah
banyak dilakukan pembaruan. “Tujuan pembaruan itu akhirnyaialah
untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan
kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada
jenjang pendidikan berikutnya.? Tetapi pada kenyataannya sampai
kini, “pendidikan nasional terperangkap di dalam sistem kehidupan
yang operatif sehingga telah terkungkung dalam paradigma-paradigma
yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat
banyak.?’

Kenapa demikian, karena sistem pendidikan pada era Orde Baru
yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu
melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun
secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan
prestasinya yang cukup baik di bidang pendidikan. Kemajuan-
kemajuan pendidikan secara kuantitatif nampak kita rasakan selama
Orde Baru Berkuasa, mungkin sampai saat reformasi sekarang ini.
Pada sistem pendidikan Orde Baru, ada tiga ciri utama yang dapat
dicermati di dalam pendidikan nasional kita sampai sekarang ini.
“Pertama, adalah sistem yang kaku dan sentralistik; yaitu suatu
sistem yang terperangkap di dalam kekuasaan otoritas pasti akan
kaku sifatnya.

Karena ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat telah mewarnai
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kedua, sistem
pendidikan nasional di dalam pelaksanaanya telah diracuni oleh
unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme dan koncoisme (cronyism).
ketiga, sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan
masayarakat. Untuk itu, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan

% Ihid., 21.
7 Tilar, Beberapa Agenda Reformasi..., 26.
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kehidupan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktik-praktik
memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang
berkualitas.?® Di samping itu, sistem pendidikan kita sekarang ini
belum mengantisipasi masa depan dan perubahan masyarakat.*

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi hal yang
sama, kenapa? Karena pendidikan Islam termasuk sub-sistem
pendidikan nasional, juga terdesain mengikuti budaya dan politik
bangsa yang dibangun pada masa Orde Baru. Sehingga gambaran
pendidikan kaku, kurang kreatif, dan melahirkan manusia yang bru-
tal juga bisa terjadi pada pendidikan Islam, apalagi secara intern
pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan dalam
berbagai aspek yaitu persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum,
tujuan, sumber daya, dan namajemen pengelolaan.

Memang patut diakui, upaya perbaikannya belum dilakukan
secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaruan
dan peningkatan kualitas pendidikan Islam sering bersifat sepotong-
sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh dan terkesan
tambal sulam, sehingga “sebagain besar sistem pendidikan Islam,
belum dikelolah secara profesional”.*° Hal inipun didukung dengan
“upaya pembaruan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat
oleh berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai dengan
tenaga ahli yang belum siap melakukan perubahan.

Untuk itu, pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat
goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas”.®! Dengan
kenyataan ini, semestinya “sistem pendidikan Islam haruslah
senantiasa mengorientasi diri kepada menjawab kebutuhan dan

3 Ibid., 26-28.

» Ahmad Tafsir, Pendidikan untuk Masa Depan, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar
Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Lathifah Mubarokiyah Pondok
Pesantren Suryalaya, 5 September 1999, 7.

© Azra, Pendidikan Islam..., 59.

3 Muslim Usa (editor), Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1991), 11.
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tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi
logis dari perubahan”, apabila tidak, maka pendidikan Islam di
Indonesia akan ketinggalan dalam persaingan global.?

Mencermati permasalah kondisi pendidikan yang dikemukakan,
maka ada dua alasan pokok yang perlu dilakukan pembaruan pada
pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: Pertama, konsepsi dan praktik
pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan
isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan
Islam yang sangat sempit yang hanya atau terlalu menekankan pada
kepentingan akhirat. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan Islam
yang dikenal sekarang ini, seperti madrasah dan pesantren, kurang
mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi
tantangan dan kebutuhan masyarakat yang selalau mengalami
perubahan dan politik bangsa Indonesia yang sedang mengalami
perubahan.

Maka, untuk menghadapi tuntutan dan perubahan masyarakat
menuju masyarakat milenium ketiga, diperlukan usaha pembaruan
pendidikan Islam secara terencana, sistimatis dan mendasar, yaitu:
Pertama, perubahan pada konsepsi, praktik, dan isi program
pendidikan Islam dilakukan upaya pembaruan sebagai berikut: (1)
perlu pemikiran untuk menyususun kembali “konsep pendidikan
Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia,
terutama pada fitrah atau potensinya dengan memberdayakan
potensi-potensi yang ada pada manusia sesuai dengan tuntutan dan
perubahan masyarakat. (2) pendidikan Islam harus didisain menuju
padaintegritas antara ilmu-ilmu nagliah dan ilmu-ilmu ‘agliah, untuk
tidak menciptakan jurang pemisah antara ilmu-ilmu yang disebut
ilmu agama dan ilmu bukan ilmu agama atau ilmu umum.

Karena, dalam pandangan Islam, semua ilmu pengetahuan
bersumber dari Allah SWT. (3) “pendidikan didisain menuju

2 Azra, Pendidikan Islam..., 56-57.
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tercapainya sikap dan perilaku “toleransi”, lapang dada dalam
berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat
dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau
prinsipnyayang diyakini. (4) pendidikan yang mampu menumbuhkan
kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan. (5)
pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi
pada kerja, disiplin dan jujur”. (6) pendidikan Islam didisain untuk
menyiapkan generasi Islam yang berkualitas untuk mampu menjawab
tantangan dan perubahan masyarakat dalam semua sektor
kehidupan dan siap memasuki milenium ketiga. (7) pendidikan Islam
perlu didisain secara terencana, sistimatik, dan mendasar agar lentur
terhadap perubahan masyarakat dan peradaban.*

Kedua, perubahan pada kelembagaan pendidikan Islam yaitu:
(2) perlu menyusun visi dan misi pendidikan Islam menuju milenium
ketiga. (2) perlu penataan dan memodernisasika manajemen pen-
didikan Islam. (3) lembaga pendidikan dikelolah secara profesional
dengan didasarkan pada prinsip kreatif, otonom, demokratis,
transparan, berkualitas, relevan, dan efesiensi. (4) sistem rekruiting
yang transparan dan berkualitas, (5) pengelolah lembaga pendidikan
Islam perlu lapang dada, berani, dan terbuka untuk dapat menerima
murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa non-Islam.

Mereka dapat mempelajari dan mengetahui Islam melalui
institusi-institusi pendidikan Islam, bukan dari institusi-institusi non-
Islam. “Al-Azhar, menurut Fazlur Rahman suatu lembaga tradisional
yang terbesar dewasa ini”, juga menerima mahasiswa-mahasiswa non-
muslim belajar di Al-Azhar.3* Terobosan menerima masiswa non-
Muslim, sudah dilakukan oleh Magister Studi Islam Ull, yaitu dengan
menerima seorang Pastor untuk belajar di Magister Studi Islam UlI.
Hal ini, juga ikuti oleh Fakultas llmu Agama Islam UlI, dengan

3 Soroyo, “Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000,”
dalam Muslih Usa, (ed.), Pendidikan Islam..., 45-48.

# Fazlur Rahman, Islam, terj.,Ahsin Mohammd (Bandung: Pustaka, 1997), 281.
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menerima mahasiswa non-Muslim yaitu seorang Pastor menjadi
mahasiswa pendengar untuk beberapa mata kuliah yang dipilih oleh
mahasiswa tersebut.

Usulan-usulan yang dikemukakan di atas, sebagai indikator
usaha pembaruan pendidikan Islam. Tetapi suatu usaha pembaruan
pendidikan dapat terencana dan terarah dengan baik apabila
didasarkan pada kerangka dasar filsafat dan teori pendidikan yang
mantap. Untuk itu, filsafat pendidikan dapat dikembangkan dengan
menggunakan asumsi-asumsi dasar yang kokoh, dan jelas tentang
manusia baik sebagi individu maupun sebagai anggota masyarakat,
hubungannya dengan lingkungan, alam semesta, akhiratnya, dan
hubungan vertikal dengan Maha Pencipta. Sedangkan, teori
pendidikan dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara
pendekatan filosofis dan pendekatan emperis”.®* Maka, kerangka
dasar pertama pembaruan pendidikan Islam adalah konsepsi filosofis
dan teoretis pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar
tentang manusia yang hubungannya dengan masyarakat, lingkungan
dan Islam.

Adapun gerakan-gerakan pembaruan di bidang pendidikan Is-
lam, pada garis besarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola, yaitu:
(1) Pola yang berorientasi pada pendidikan modern di Eropa, (2)
Pola yang berorientasi pada pemurnian ajaran Islam, dan (3) Pola
yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-
masing yang dikenal dengan nasionalisme.

1. Pola Pembaruan yang Berorientasi ke Barat

Pola ini dipelopori oleh Sultan Mahmud Il yang memerintah
Turki Usmani tahun 1807-1836 masehi. Sultan Mahmud 11 lah yang
pertama sekali di Kerajaan Usmani yang dengan tegas mengadakan
perbedaan antara urusan agama dengan urusan dunia. Perubahan

¥ Anwar Jasin, “Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis,” Makalah
Seminar Nasional, Jakarta, 10 Oktober 1985, 8.
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lain yang dilakukan sulatan yang kemudian mempunyai pengaruh
besar pada perkembangan pembaruan ialah percobaan bidang
pendidikan.

Sebagaimana halnya di dunia Islam lain di zaman itu, madrasah
merupakan satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada di
Kerajaan Usmani. Di madrasah hanya diajarkan agama. Karena di
masa pemerintahannya orang sudah kurang berminat lagi memasukkan
anak-anak mereka ke madrasah. Kemudian Sultan mengeluarkan
perintah supaya anak sampai umur dewasa jangan dihalangi masuk
madrasah. Sultan Mahmud Il mengadakan perubahan kurikulum
madrasah dengan menambahkan pengetahuan umum ke dalamnya.

Madrasah tradisional tetap berjalan tetapi di sampingnya Sultan
mendirikan sekolah pengetahuan umum dan sekolah sastra. Siswa
kedua sekolah tersebut dipilih dari lulusan madrasah yang bermutu
tinggi. Di kedua sekolah ini diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi,
ilmu ukur, sejarah dan ilmu politik di samping bahasa Arab.

Tiada lama sesudah itu Sultan juga mendirikan sekolah militer,
sekolah tehnik, sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan. Di
tahun 1838 sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan
digabungkan. Dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa
Prancis. Selain itu Sultan Mahmud Il juga mengirimkan siswa-siswa
ke Eropa yang setelah kembali ke tanah air mempunyai pengaruh
dalam penyebaran ide-ide baru di kerajaan Usmani.

Tokoh lain yang menjadi pelopor pola pertama ini adalah
Muhammad Ali Pasya. Semula ia adalah wakil resmi dari Sultan Turki
di Mesir, namun akhirnya menyatakan diri sebagai penguasa yang
otonom. la berkuasa di Mesir tahun 1805-1848 M. Sebenarnya
Muhammad Ali Pasya adalah seorang yang buta huruf, tetapi ia
mempunyai kesadaran tinggi akan arti pentingnya pendidikan dan
ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk itu setelah
berkuasa, sasaran pertamanya adalah membangun angkatan
bersenjata yang kuat. Untuk mencapai maksud tersebut ia membuka

268



Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru

Sekolah Militer yang kurikulumnya disesuaikan dengan konsumsi
prajurit. Setelah mempunyai angkatan bersenjata yang kuat, barulah
diadakan pengaturan pemerintahan secara modern.

Pada masa Muhammad Ali Pasha ini, al Azhar bangkit kembali
setelah tertidur untuk beberapa waktu, semangat ulama kembali
timbul, minat mahasiswa kembali berkibar. Ulama-ulama yang
pandai dikirim ke Prancis untuk memperdalam ilmu kedokteran,
teknik dan kemiliteran. Untuk membantunya dalam bidang pendidikan
Muhammad Ali Pasa mendirikan Kementerian Pendidikan. Untuk
pertama kalinya di Mesir ia buka Sekolah Militer di tahun 1815.
Sekolah tehnik tahun 1816 dan Sekolah Kedokteran tahun 1827.
Guru-gurunya didatangkan dari Barat. Selain mendatangkan ahli-
ahli dari Eropa, ia mengirimkan siswa-siswa untuk belajar ke sana.
Karenaia begitu mementingkan kedudukan, maka orang-orang yang
dikirmnya ke Eropa tidak dibiarkan menyelami lebih dari apa yang
perlu baginya, karena itu mereka di bawah pengawasan yang ketat.

Di antara ulama yang dihasilkan oleh pembaruan Muhammad
Ali adalah: Rif'ah Badawi Rafi’ al Tahtawi (1801-1876). Al Tahtawi
adalah ulama al Azhar yang dikirim untuk menjadi imam pelajar Mesir
di Paris. Selama di sana ia memanfaatkan kesempatan untuk belajar
sehingga mahir dalam bahas Prancis. Setelah kembali ke Mesir ia
diangkat menjadi Guru Sekolah penterjemah yang didirikan
Muhammad Ali tahun 1836. Beberapa tahun kemudian diserahkan
kepada pimpinan Rifa’ah Al Tahtawi. Al Tahtawi di samping sebagai
pelopor kebebasan wanita, juga merupakan pendukung pembaruan
pendidikan di Mesir. Pokok-pokok pikirannya yang mendukung
usaha pembaruan pendidikan di Mesir antara lain: bahwa ajaran Islam
tidak hanya mementingkan urusan akhirat saja.

Ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern
agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat
modern. Umat Islam harus bersifat dinamis. Sedangkan di bidang
politik pendapatnya adalah bahwa kekuasaan raja harus dibatasi
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dengan syari’ah dan musyawarah. Yang penting dari hasil
penerjemahan buku-buku Barat ialah diterjemahkannya buku
mengenai sejarah raja-raja Perancis pada tahun 1841. Kemudian
buku ini penting artinya dalam menerangkan pikiran menggulingkan
raja-raja yang diktator dan menggantikan pemerintahannya dengan
pemerintahan yang demokratis.

2. Pola yang berorientasi Islam Murni

Salah seorang yang tampil mengoperasionalkan ide dan konsep-
konsep pembaruan yang pernah dilontarkan oleh para tokoh
pembaharu sebelumnya adalah Syeikh Muhammad Abduh di akhir
abad ke-19 Masehi. Muhammad Abduh adalah putra seorang petani
yang menjadi pelajar di Al Azhar pada tahun 1866 dan berhasil
menyelesaikan studinya tahun 1877. Sewaktu masih belajar di Al
Azhar, Jamaluddin al Afghani datang ke Mesir dalam perjalanannya
ke Istanbul.

Di sinilah untuk pertama kali Abduh berjumlah dengan Al
Afghani. Perjumpaan ini meninggalkan kesan baik dalam dirinya.
Untuk itu ketika Al Afghani datang di tahun 1871 untuk menetap di
Mesir, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang paling setia. la
menjadi belajar filsafat di bawah bimbingan Afghani. Di masa ini ia
telah mulai menulis karangan-karangan untuk harian Al Ahram.
Sewaktu Al Afghani diusir dari Mesir di tahun 1879, karena dituduh
mengadakan gerakan menentang Khadewi Taufiq, Muhammad
Abduh juga dibuang keluar kota Kairo.

Pada tahun 1888, atas usaha teman-temannya, ia dibolehkan
pulang kembali ke Mesir, tetapi tidak diizinkan mengajar. Kemudian
pada tahun 1894 diangkat menjadi anggota majelis A’la dari Al Azhar.
Sebagai anggota majelis ini ia membawa perubahan dan perbaikan
ke dalam tubuh Al Azhar. Di tahun 1899 ia diangkat menjadi mufti
besar. Kedudukan tinggi ini dipegangnya sampai ia meninggal dunia
di tahun 1905.
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Ketika ia menjabat sebagai anggota majelis A’'la bersama-sama
dengan Syeikh Al Azhar yang lain, mengeluarkan undang-undang
pendidikan yang baru yang berisi pelaksanaan hari libur, ujian akhir,
masa belajar. Abduh juga berusaha untuk memasukkan bidang studi
baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan pada mahasiswa Al
Azhar seperti: Mustholah hadits, ilmu hisab, arudh, tarikh, imsyak,
matan lughoh, pokok-pokok ilmu ukur, aljabar dan geometri. Selain
itu Muhammad Abduh juga menuntut agar kitab-ktiab tua yang
dianggap kurang bermutu tidak diajarkan. Namun setelah wafatnya
Abaduh pada pada tahun 1905 Al Azhar kembali menggunakan
undang-undang tahun 1872 yang mempelajari sebelas bidang studi
yang meliputi: Ushul Figh, tauhid, hadits, nahwu, shorof, dan mantiq.

Di samping itu Abduh juga memikirkan sekolah-sekolah
pemerintah yang telah didirikan untuk tenaga-tenaga administrasi,
militer, kesehatan, perindustrian, pendidikan dan sebagainya. Ke
dalam sekolah-sekolah ini ia berpendapat perlu dimasukkan
pendidikan agama yang lebih kuat. Muhammad Abduh melihat
bahaya dualisme dalam pendidikan. Dengan memasukkan ilmu
pengetahuan modern ke dalam Al Azhar dan dengan memperkuat
didikan agama di sekolah pemerintah, jurang yang memisahkan
antara ulama dan ahli ilmu modern akan dapat memperkecil.

Pikiran-pikiran dan usaha-usaha Abduh ini untuk selanjutnya
dipraktikkan oleh para muridnya antara lain Rasyid Ridha, Mustafa
al Maraghi, Muhammad Farid Wajdi, Syeikh Tantawi Jauhari, Qasim
Amin dan sebagainya. Mereka ini adalah para ulama yang konsisten
dengan pemikiran-pemikiran Abduh, dan berusaha mengadakan
pembaruan Islam.

3. Pola yang berorientasi pada Nasionalisme

Nasionalisme adalah sikap mental, di mana loyalitas seseorang
adalah untuk negara nasional. Sebenarnya nasionalisme ini sudah
dikenal orang sejak zaman kuno, zaman nasionalisme dalam arti kata
modern baru dikenal akhir abad 18 masehi. Nasionalisme ini juga
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berasal dari Barat yang mengantarkan mereka kepada kemajuan-
kemajuan yang menjadikan mereka sebagai suatu bangsa yang kuat.

Golongan dari umat Islam yang dapat menerima pandangan
secara nasional ini, pada gilirannya juga berusaha untuk memperbaiki
diri dan kehidupan mereka dengan memperhatikan kondisi objektif
umat manusia (Islam) yang bersangkutan. Memang Islam sebagai
agama universal, dalam kondisi bagaimanapun dikembangkan, pada
sisi lain umat Islam juga mendapati dirinya berada di suatu negara
yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Dan barang-
kali kenyataan inilah yang mendorong timbulnya rasa nasionalisme
di dunia Islam.

Sehingga sistem pendidikan nasional tidak merupakan masalah
bagi masyarakat Islam, karena kondisi demikian adalah yang dialami
oleh umat Islam di sebagian besar belahan dunia, demikian juga Nabi
Muhammad telah memberi teladan tentang kemungkinan Islam
menerima budaya positif, selama budaya itu tidak bertentangan
dengan syara’. Misalnya budaya orang Arab dalam bidang syair-
syairnyayang indah, maka oleh Allah diturunkan Al-Qur’anul Karim
yang tidak kalah indahnya dari segi sastra, sementara orang Arab
merasa budayanya disempurnakan oleh Al-Qur’an.

Hanya saja dari segi politis nasionalisme ini juga tidak jarang
menjadi ganjalan persatuan Islam, apalagi sikap nasional itu justru
dimanfaatkan untuk memberi batasan dalam kehidupan bangsa secara
terpisah dengan yang lain. Dan barangkali penonjolan perbedaan
bangsa ini pulalah yang menyebabkan seorang muslim tega
memerangi saudara muslim lainnya.

B. Faktor-Faktor Dinamisme Pendidikan Islam

1. Faktor Internal

Data statistik pada 1999 menunjukkan masih buruknya
beberapa indikator pembangunan manusia Indonesia,misalnya
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penduduk tanpa akses terhadap air bersih masih tinggi yaitu 51,9%;
balita kurang gizi 30,0%; sedangkan penduduk tanpa akses terhadap
sarana kesehatan meningkat dari 14,0% pada 1990 menjadi 21,6%
pada 1999 (BPS, Bappenas, UNDP, 2001). Hasil pembangunan
bidang pendidikan masih jauh dari harapan. Meskipun berhasil
mengurangi angka buta huruf,hal itu belum berhasil menyediakan
pendidikan bermutu bagi semua orang.

Ada indikasi penurunan kualitas pendidikan nasional. Pada
1960-an angka batas minimum kelulusan ujian negara untuk SMA
adalah 6,0 dan tidak menjadi masalah karena kebanyakan siswa
berhasil lulus. Pada 2006, dengan angka batas minimum kelulusan
hanya 4,25 banyak sekali siswa tidak lulus. Mutu pendidikan tinggi
belum memuaskan, seperti tercermin dari peringkat universitas
dunia yang dibuat Times Higher Education Suplement pada 2007,
ternyata peringkat universitas terbaik di Indonesia berada jauh di
bawah peringkat universitas yang terbaik di negara negara di kawasan
Asia Tenggara dan Timur, Tokyo University peringkat 16, University
of Hongkong peringkat 18, National University of Singapore
peringkat 33, Peking University peringkat 36, sedangkan universitas
dalam negeri yang terbaik adalah UGM peringkat 360, I TB peringkat
369, Ul peringkat 395 (pada 2006 berada di posisi 250).

Keadaan ini merupakan indikasi potensi SDM Indonesia belum
mampu dikembangkan menjadi able people sebagai unsur utama
dalam pembangunan. Administrasi publik Indonesia pun setali tiga
uang.Karena korup,pelayanan jadi berbelit-belit. Sebagian besar
rekrutmen dan seleksi kepegawaian belum dilakukan secara terbuka
dengan ujian saringan yang objektif.Kondisinya masih jauh dari ideal.
Globalisasi juga bukannya mendatangkan keuntungan,tapi kerugian
karena Indonesia tak mampu menyikapinya dengan baik.

Sekarang Indonesia tergantung pada impor hampir semua jenis
produk. Bukan saja impor barang hasil industri,juga impor berbagai
hasil pertanian, seperti beras, kedelai, jagung, buah buahan, daging
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sapi,daging ayam, dan lain-lain. Kesulitan lain dihadapi bangsa In-
donesia menjadi lebih parah karena adanya kerusakan lingkungan
hidup,termasuk gejala global warming yang telah menyebabkan
perubahan iklim sehingga sering terjadi banjir, angin ribut (puting
beliung) dan kekeringan yang tidak jelas polanya.

Di dalam negara yang demokratis, setiap warga negara
memainkan peranan aktif dalam pembangunan sehingga sistem dapat
berkembang ke titik ekuilibrium. Kegagalan negara yang sedang
berkembang,di samping disebabkan sistem demokrasi yang tidak
efektif, juga oleh lemahnya kepemimpinan pemerintah. Bagaimana
mengatasi masalah kesulitan pembangunan nasional Indonesia?
Indonesia sudah lebih dari 62 tahun merdeka,tetapi pemerintahnya
belum mampu memberi respons yang memadai terhadap tantangan
pembangunan. Peranan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk
memelopori perubahan budaya (value change, paradigm shift,dan
innovation) ke arah yang lebih kondusif bagi penciptaan sistem good
governance yang dinamis di mana semua unsur masyarakat terlibat
dalam proses think ahead,think again,dan think accrossdalam rangka
pembentukan dyanmic capability.

2. Faktor Fksternal

Sistem pendidikan awal yang dikenal oleh masyarakat muslim
Nusantara adalah pesantren. Yakni, sebuah perpaduan antara rupa
padepokan para pendekar yang dikenal di zaman kerajaan Hindu-
Buddha dengan muatan pengajaran Islam ala Arab. Para santri tinggal
di sekeliling masjid dan rumah sang guru. Belajar tanpa pembedaan
tingkat kemampuan, evaluasi sistematis, maupun kurun waktu yang
harus dicapai.

Adalah penjajahan Belanda. Zaman ketika kaum Bumi Putera
pertama kali mengenal sistem sekolah. Dengan pembagian tingkat
kemampuan, model evaluasi, dan tanda kelulusan. Semula umat Is-
lam kurang di tanah air bisa menerima model pendidikan bangsa
Eropa ini. Namun perlahan tapi pasti. Para Sarjana muslim nusantara
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yang pulang belajar dari dunia Arab di awal abad X1 X mulai mengenal-
kan model pembagian kelas sesuai tingkat kemampuan dan materi.
Di negeri para nabi itu sistem klasikal itu telah marak diadopsi.
Terlebih dengan berdirinya berbagai universitas kajian ilmu-ilmu
keislaman.

Zaman terus bergulir. Persinggungan dan pembauran sistem
ataupun pandangan keduniaan baru kian merasuk dalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat muslim Nusantara. Banyak pesantren mulai
membagi santri-santri mereka dalam kelas-kelas. Sesuai tingkat
kemampuan dan tingkat kesulitan materi yang berbeda tentunya.
Model ini turut melengkapi model bandongan dan sorogan. Yang
pertama, sang guru atau kiai membaca sebuah kitab dan para santri
mendengarkan. Dan sorogan berlangsung dengan sang murid membaca
dan guru mendengarkan. Yang terakhir ini bergiliran satu per satu.

Model pembagian kelas atau kini disebut klasikal merupakan
cikal bakal model madrasah. Bedanya hanya pada muatan materi. Di
beberapa pesantren salafi (klasik ortodoks), birpun telah memakai
model klasikal, hanya ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan. Namun
di luar itu, banyak pesantren yang secara perlahan memasukkan ilmu-
ilmu umum (untuk menyebut rumpun keilmuan semacam
matematika, kimia, biologi, dan ilmu sosial).

Lambat laun pesantren semacam ini merubah sistem klasikal
mereka pada bentuk yang lebih formal, hingga kemudian disebut
madrasah. Kini, madrasah tak lagi hanya di pesanten. Banyak
komunitas masyarakat muslim yang secara swadaya mendirikannya
demi pendidikan yang lebih bercorak agamis bagi anak-anak mereka.

Selepas masa penjajahan Belanda, Departemen Agama dibentuk.
Salah satu tugasnya adalah membina lembaga pendidikan formal
berciri khas Islam ini. Dalam formalitas tata pemerintahan di bidang
pendidikan, madrasah dibagi menjadi tiga tingkatan. Madrasah
Ibtida’iyah (M) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs)
setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.
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Orde pemerintahan silih berganti. Dalam rentang yang sangat
panjang kualitas madrasah masih tetap dianggap sebagai lembaga
pendidikan kelas dua, dibanding sekolah umum binaan Departemen
Pendidikan. Namun Drs. H. Firdaus Basyuni, M.Pd., Direktur
Pendidikan Madrasah Departemen Agama saat ini menyatakan
lembaga pendidikan binaannya ini telah mencapai kualitas yang sama
dengan lembaga pendidikan umum.

Selanjutnya, sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi
pendidikan Islam di berbagai kawasan Dunia Muslim, tidak banyak
lembaga pendidikan tradisional Islam yang mampu bertahan.
Kebanyakannya lenyap setelah tergusur oleh ekspansi sistem
pendidikan umum—untuk tidak menyebut sistem pendidikan
“sekuler”; atau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan
umum; atau setidak-tidaknya menyesuaikan diri dan sedikit banyak
mengadopsi isi dan metodologi pendidikan umum.

Pada umumnya, lembaga pendidikan tradisional Islam di
kawasan Timur Tengah secara sederhana terdiri dari tiga jenis;
madrasah, Kuttab, dan masjid. Sampai paruh kedua abad ke-19,
ketiga lembaga pendidikan tradisional Islam ini relatif mampu
bertahan. Tetapi, sejak perempatan terakhir abad ke-19 gelombang
pembaruan dan modernisasi yang semakin kencang telah
menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak mungkin lagi
dikembalikan seperti pada eksistensi semula lembaga-lembaga
pendidikan Islam tradisional.

Pembaruan dan modernisasi pendidikan Islam, tidak ragu lagi
bermula di Turki menjelang pertengahan abad ke-19 sebelum
akhirnya menyebar hampir ke seluruh wilayah kokuasaan Turki
Utsmani di Timur Tengah. Tetapi penting dicatat, program
pembaruan pendidikan di Turki semula tidak menjadikan medresse
(madrasah)—lembaga pendidikan tradisional Islam—sebagai sasaran
pembaruan. Yang terjadi adalah pembentukan sekolah-sekolah baru
sesuai dengan sistem pendidikan Eropa, yang ditujukan untuk
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kepentingan-kepentingan reformasi militer dan birokrasi Turki
Utsmani. Dalam konteks ini kita bisa melihat, misalnya kemunculan
“Mekteb-i llm-i Harbiye” (sekolah militer) pada tahun 1834 sesuai
dengan model Prancis.

Tetapi dalam selang waktu yang tidak terlalu lama (1938), Sul-
tan Mahmud 11 (1808-1839) juga melancarkan pembaruan
pendidikan Islam dengan memperkenalkan Sekolah Rusydiyah, yang
sepenuhnya mengadopsi sistem pendidikan Eropa. Sistem Sekolah
Rusydiyah ini independen atau bahkan berlawanan dengan medresse.
Selanjutnya pada tahun 1846, Sultan * Abd al-M ajid mengeluarkan
peraturan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan
umum; medresse berada di bawah jurisdiksi Syaikh al-Islam,
sedangkan sekolah umum—dengan berbagai tingkatannya—
ditempatkan di bawah tanggung jawab langsung pemerintah. Tetapi,
penting dicatat bahwa sekolah umum yang diharapkan menjadi tulang
punggung modernisasi itu ternyata berkembang relatif lambat. Ini
mendorong pemerintah Turki Utsmani untuk mengeluarkan
ketetapan “Ma’arif Umumiye Nizamnamesi” (1869) guna memperluas
dan mempercepat perkembangan sistem pendidikan umum model
Eropa, dengan mengorbankan medresse. Pukulan terakhir terhadap
medresse terjadi pada tahun 1924, yaitu ketika Mustafa Kemal
Ataturk menghapuskan sistem medresse dengan mengubahnya
menjadi sekolah-sekolah umum.

Pengalaman yang sama juga ditempuh oleh Mesir. Modernisasi
sistem dan kelembagaan pendidikan di Mesir dimulai oleh
Muhammad Ali Pasya. Pada tahun 1833 ia mengeluarkan dekrit
pembentukan sekolah dasar umum, yang dalam perkembangan
awalnya hidup berdampingan dengan madrasah dan Kuttab. Sekolah
dasar umum yang segera berkembang di seluruh wilayah Mesir
semula dimaksudkan untuk menyiapkan calon-calon siswa sekolah
militer, yang juga didirikan Muhammad Ali. Semula isi pendidikannya
sebagian besar adalah subjek-subjek Islam, ditambah beberapa mata
pelajaran umum. Tetapi, dalam perkembangannya lebih lanjut,
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penekanan lebih diberikan pada subjek-subjek umum. Dalam waktu
yang bersamaan, Muhammad Ali Pasya juga mendirikan sekolah-
sekolah umum tingkat lanjutan, yang dikenal dengan nama sekolah
al-Tajhiziyah. Sekolah ini terutama mengajarkan ilmu-ilmu umum,
seperti berhitung, ilmu ukur, aljabar, dan menggambar, selain juga
memberikan beberapa mata pelajaran agama.

Sementara itu, madrasah dan Kuttab secara umum tidak
mengalami perkembangan yang berarti. Kuttdb hanya menjadi
semacam pelengkap bagi sekolah umum, khususnya untuk
mendapatkan tambahan pelajaran agama. Bahkan pada tahun 1868,
Khedive Ismail mengeluarkan ketetapan untuk mengintegrasikan
madrasah dan kuttab ke dalam sistem pendidikan umum. Meskipun
demikian, upaya ini tidak banyak berhasil; sistem pendidikan
madrasah dan kuttab tetap bertahan dalam masa penjajahan Inggris.
Tetapi setelah kemerdekaan, dengan alasan integrasi atau nasionalisasi
sistem pendidikan nasional Mesir, pemerintah Gamal Abdel Nasser
pada tahun 1961 menghapuskan sistem madrasah dan kuttab.

Pengalaman Turki dan Mesir agaknya cukup memadai untuk
menggambarkan proses-proses memudar dan lenyapnya sistem
pendidikan tradisional Islam dalam gelombang modernisasi yang
diterapkan para penguasa di masing-masing negara tersebut. Situasi-
situasi sosiologis dan politis yang mengitari medresse di Turki atau
madrasah dan kuttab di Mesir dalam segi-segi tertentu agaknya
berbeda dengan situasi sosiologis yang mengitari pesantren di Indo-
nesia. Perbedaan-perbedaan tersebut, pada gilirannya membuat
pesantren mampu bertahan.

Di Indonesia, modernisasi paling awal dari sistem pendidikan,
harus diakui, tidak bersumber dari kalangan kaum Muslim sendiri.
Sistem pendidikan modern pertama kali, yang pada gilirannya
mempengaruhi sistem pendidikan Islam, justru diperkenalkan oleh
pemerintah kolonial Belanda. Ini bermula dengan perluasan
kesempatan bagi pribumi dalam paruh kedua abad ke-19 untuk
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mendapatkan pendidikan. Program ini dilakukan pemerintah
kolonial Belanda dengan mendirikan volkschoolen, sekolah rakyat,
atau sekolah desa (nagari) dengan masa belajar selama 3 tahun, di
beberapa tempat di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an. Pada tahun
1871, terdapat 263 sekolah dasar semacam itu dengan siswa sekitar
16.606 orang; dan menjelang 1892 meningkat menjadi 515 sekolah
dengan sekitar 52.685 siswa.

Tetapi sekolah desa ini, setidak-tidaknya dalam perkembangan
awalnya, cukup mengecewakan Bagi pemerintah Belanda; sekolah
desa ini tidak berhasil mencapai tujuan seperti yang mereka
harapkan, karena tingkat putus sekolah yang sangat tinggi dan mutu
pengajaran yang amat rendah. Di sisi lain kalangan pribumi,
khususnya di Jawa terdapat resistansi yang kuat terhadap sekolah-
sekolah ini, yang mereka pandang sebagai bagian integral dari rencana
pemerintah kolonial Belanda untok “membelandakan” anak-anak
mereka. Respons yang relatif baik terhadap sekolah ini justru muncul
di Minangkabau. Sehingga, banyak surau—yang merupakan lembaga
pendidikan tradisional Islam—yang ditransformasikan secara formal
menjadi sekolah-sekolah nagari. Sekolah-sekolah nagari yang semula
merupakan surau tersebut, ternyata tidak sepenuhnya mengikuti
kurikulum yang digariskan pemerintah Belanda, sehingga mendorong
Belanda untuk melakukan standardisasi kurikulum, metode
pengajaran dan lain-lain.

Poin penting dalam eksperimen Belanda dengan sekolah desa
atau sekolah nagari sejauh dalam kaitannya dengan sistem dan
kelembagaan pendidikan Islam, adalah transformasi sebagian surau
di Minangkabau menjadi sekolah nagari model Belanda. Memang,
berbeda dengan masyarakat Muslim di Jawa umumnya yang
memberikan respons yang dingin, banyak kalangan masyarakat
Muslim Minangkabau memberikan respons yang cukup baik
terhadap sekolah desa. Perbedaan respons di antara masyarakat Jawa
dengan Minangkabau ini banyak berkaitan dengan watak kultural
yang relatif berbeda di antara kedua masyarakat ini, dan juga
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berkaitan dengan pengalaman historis yang relatif berbeda baik
dalam proses dan perkembangan Islamisasi maupun dalam
berhadapan dengan kekuasaan Belanda.

Selain mendapatkan tantangan dari sistem pendidikan Belanda,
pendidikan tradisional Islam juga harus berhadapan dengan sistem
pendimodern Islam. Tantangan yang lebih merangsang pendidikan
Islam untuk memberikan responsnya, justru datang dari kaum
reformis atau modernis Muslim. Gerakan reformis Muslim yang
menemukan momentumnya sejak awal abad 20 berpendapat, bahwa
untuk menjawab tantangan dan kolonialisme dan Kristen diperlukan
reformasi sistem pendidikan Islam.

Dalam konteks inilah kita menyaksikan munculnya dua bentuk
kelembagaan pendidikan modern Islam; pertama, sekolah-sekolah
umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam; kedua
madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi
substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Dalam bentuk
pertama, kita bisa menyebut, misalnya Sekolah Adabiyah yang
didirikan Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1909, dan sekolah-
sekolah umum model Belanda (tetapi met de Qur’an) yang didirikan
organisasi semacam Muhammadiyah. Sedangkan pada bentuk kedua
kita menemukan “Sekolah Diniyah” Zainuddin Labay al-Yunusi, atau
Sumatera Thawalib, atau madrasah yang didirikan al-Jamitatul al-
Khairiyah, dan kemudian juga madrasah yang didirikan organisasi
al-Irsyad.

Bagaimanakah respons sistem pendidikan tradisional Islam,
seperti surau (MinangLabau) dan pesantren (Jawa) terhadap
kemunculan dan ekspansi sistem pendidikan modern Islam ini? Karel
Steenbrink dalam konteks surau tradisional menyebutnya sebagai
“menolak sambil mengikuti”, dan dalam konteks pesantren
menyebutnya sebagai “menolak dan mencontoh”. Sembari menolak
beberapa pandangan dunia kaum reformis, kaum tradisi di
Minangkabau memandang ekspansi sistem dan kelembagaan
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pendidikan modern Islam sebagai ancaman langsung terhadap
eksistensi dan kelangsungan surau. Untuk itu, dalam pandangan
mereka, surau harus mengadopsi pula beberapa unsur pendidikan
modern—yang telah diterapkan kaum reformis—khususnya sistem
klasikal dan penjenjangan. Tetapi penting dicatat, adopsi ini dilakukan
tanpa mengubah secara signifikan isi pendidikan surau itu sendiri.

Respons yang hampir sama juga diberikan pesantren di Jawa.
Seperti kalangan surau di Minangkabau, komunitas pesantren
menolak paham dan asumsi-asumsi keagamaan kaum reformis.
Tetapi pada saat yang sama mereka juga—kecuali dalam batas
tertentu—mengikuti jejak langkah kaum reformis, untuk bisa tetap
bertahan. Karena itulah pesantren melakukan sejumlah akomodasi
dan “penyesuaian” yang mereka anggap tidak hanya akan mendukung
kontinuitas pesantren itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi para
santri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan
sistem klasikal.

Respons tersebut terlihat dalam pengalaman Pondok Modern
Gontor. Berpijak pada basis sistem dan kelembagaan pesantren, pada
tahun 1926 berdirilah Pondok, Modern Gontor. Pondok ini selain
memasukkan sejumlah mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya,
juga mendorong para santrinya untuk mempelajari bahasa Inggris —
selain bahasa Arab—dan melaksanakan sejumlah kegiatan ekstra-
kurikuler seperti olahraga dan kesenian.

Dalam konteks globalisasi dan pembangunan, menurut McRay
(1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur
pada dasarnya merujuk pada faktor-faktor: (1) keluwesan untuk
melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar; (2)
kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui reverse engineering
(contoh: computer clone); (3) besarnya tabungan masyarakat; (4)
mutu pendidikan yang baik; dan (5) etos kerja. Diantara faktor-faktor
tersebut, pendidikan (faktor 4) adalah merupakan simpul atau
katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi
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(brought into being). llustrasi ini memberikan aksentuasi tentang
betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan
sumberdaya manusia (SDM) menjadi semakin penting dalam
pembangunan suatu bangsa.

Dalam era globalisasi, peluang untuk memiliki pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin
besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: (1) pengetahuan dan
kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan
dinamika pembangunan yang tengah berlangsung; (2) jenjang
pendidikan yang semakin tinggi; (3) keterampilan keahlian yang
berlatarbelakang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4)
kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang, baik dari
kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk
lainnya di pasar global.

Sejalan dengan itu, merujuk pada tiga orientasi pendidikan yang
ditetapkan oleh pemerintah, yaitu terhadap: (1) upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan
kesempatan belajar yang ekstensif bagi seluruh warga negara; (2)
penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional; (3) upaya
peningkatan penguasaan IPTEK. Dengan demikian, pembangunan
pendidikan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang terpadu
dari aspek-aspek pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi
pendidikan yang dilakukan secara efisien. Oleh karena itulah, aspek-
aspek tersebut menjadi tema pokok pembangunan pendidikan.

Dari sisi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun adalah merupakan salah satu upaya
pembangunan pendidikan untuk mencerdas-kan kehidupan bangsa
dalam konteks pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Melakukan pemerataan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
(setelah Wajar SD 6 Tahun), diasumsikan memberikan basis
fundamental yang lebih kuat bagi pembangunan nasional terutama
dalam meningkatkan kualitas SDM yang lebih berpendidikan.
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Dari sisi penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional;
pendidikan juga berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang
terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Pendidikan harus sejalan dengan proses industrialisasi dalam
pengertian dua hal, yaitu (1) pendidikan harus tanggap terhadap
tuntutan dunia usaha dan industri akan tenaga terampil dan
profesional; (2) dunia usaha dan industri bukan hanya merupakan
pemakai tenaga-tenaga terdidik, namun juga merupakan mitra kerja
para pengelola sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan,
khususnya pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional; dan (3)
pendidikan juga harus mampu memberikan kemampuan kewira-
usahaan, sehingga para lulusannya mampu menciptakan lapangan
kerja mandiri.

Gambaran di atas pada dasarnya ditujukan untuk meneliti lebih
jauh tentang premis fenomena peran pendidikan dalam pembangunan.
Fenomenayang terjadi di era globalisasi menunjukkan bahwa upaya-
upaya pembangunan hampir selalu merupakan padanan dari upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terdidik, yang
mampu mengikuti corak dan dinamika yang berkembang secara
cepat, ekstensif dan mendunia. Dalam konteks inilah upaya
pembangunan pendidikan merupakan upaya peningkatan daya saing
bangsa.

Menurut Drucker (1993), hanya bangsa yang mampu
menerjemahkan fenomena pembangunan ke dalam kebutuhan
pengetahuan yang akan mampu bersaing di era globalisasi. Dalam
konteks inilah, reformasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai
upaya untuk merubah masukan (input) pendidikan menjadi dampak
(outcome) pembangunan. Masukan di sini dapat diartikan “raw input”
atau siswa atau calon SDM pembangunan, sedangkan dampak atau
“outcome” pembangunan harus diterjemahkan secara substantif ke
dalam indikator produk-produk unggulan tertentu yang dapat
membantu keberhasilan pembangunan.
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C. Signifikansi Pendidikan Islam bagi Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap
manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan di mana pun
ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan
manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang.
Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk
menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di
samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar
dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas,
aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi,
demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa
dan bukannya perpecahan. Mempertimbangkan pendidikan anak-
anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati
seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar
apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya (M.
Sobry Sutikno, 2005).

Empat pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang
dicanangkan oleh UNESCO yang perlu dikembangkan oleh lembaga
pendidikan Islam formal, yaitu: (1) learning to know (belajar untuk
mengetahui), (2) learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu)
dalam hal ini kita dituntut untuk terampil dalam melakukan sesuatu,
(3) learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan (4) learning
to live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama).
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Dalam rangka merealisasikan ‘learning to know’, guru
seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator. Di samping itu guru dituntut
untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan
siswa dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu
tertentu. Learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu) akan
bisa berjalan jika sekolah memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan
keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun
bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan namun
tumbuh berkembangnya bakat dan minat tergantung pada
lingkungannya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang
kehidupan seseorang bahkan keterampilan lebih dominan daripada
penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan
seseorang.

Pendidikan yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atau kebutuhan dari daerah tempat dilangsungkan
pendidikan. Unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai
dengan kebutuhan daerah setempat. Learning to be (belajar untuk
menjadi seseorang) erat hubungannya dengan bakat dan minat,
perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi
lingkungannya. Bagi anak yang agresif, proses pengembangan diri
akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi.
Sebaliknya bagi anak yang pasif, peran guru dan guru sebagai pengarah
sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri
siswa secara maksimal.

Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi
dan menerima (take and give), perlu ditumbuhkembangkan. Kondisi
seperti ini memungkinkan terjadinya proses “learning to live
together” (belajar untuk menjalani kehidupan bersama). Penerapan
pilar keempat ini dirasakan makin penting dalam era globalisasi/era
persaingan global. Perlu pemupukkan sikap saling pengertian antar
ras, suku, dan agama agar tidak menimbulkan berbagai pertentangan
yang bersumber pada hal-hal tersebut.
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Dengan demikian, tuntutan pendidikan sekarang dan masa
depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan
intelektual dan profesional serta sikap, kepribadian dan moral
manusia Indonesia pada umumnya. Dengan kemampuan dan sikap
manusia Indonesia yang demikian diharapkan dapat mendudukkan
diri secara bermartabat di masyarakat dunia di era globalisasi ini.
Mengenai kecenderungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan
selama ini, langkah antisipatif yang perlu ditempuh adalah
mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia
pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta
perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah, khususnya di
kabupaten/kota, seyogyanya dikaji lebih dulu kondisi objektif dari
unsur-unsur yang terkait pada mutu pendidikan, yaitu: (1) Bagaimana
kondisi gurunya? (persebaran, kualifikasi, kompetensi penguasaan
materi, kompetensi pembelajaran, kompetensi sosial-personal,
tingkat kesejahteraan); (2) Bagaimana kurikulum disikapi dan
diperlakukan oleh guru dan pejabat pendidikan daerah?; (3)
Bagaimana bahan belajar yang dipakai oleh siswa dan guru? (proporsi
buku dengan siswa, kualitas buku pelajaran); (4) Apa sajayang dirujuk
sebagai sumber belajar oleh guru dan siswa?; (5) Bagaimana kondisi
prasarana belajar yang ada?; (6) Adakah sarana pendukung belajar
lainnya? (jaringan sekolah dan masyarakat, jaringan antarsekolah,
jaringan sekolah dengan pusat-pusat informasi); (7) Bagaimana
kondisi iklim belajar yang ada saat ini?

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan melakukan
serangkaian pembenahan terhadap segala persoalan yang dihadapi.
Pembenahan itu dapat berupa pembenahan terhadap kurikulum
pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan
dasar minimal, menerapkan konsep belajar tuntas dan membangkitkan
sikap kreatif, demokratis dan mandiri. Perlu diidentifikasi unsur-
unsur yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi
proses peningkatan mutu pendidikan, selain pemerintah daerah,
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misalnya kelompok pakar, paguyuban mahasiswa, lembaga swadaya
masyarakat daerah, perguruan tinggi, organisasi massa, organisasi
politik, pusat penerbitan, studio radio/TV daerah, media masa/cetak
daerah, situs internet, dan sanggar belajar.

Lembaga Pendidikan (terutama formal) adalah tempat transfer
ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui praktik pedagogi,
peserta didik diajak untuk memahami bagaimana pengalaman-
pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan
yang akan mereka alami. Dengan demikian, makna pengetahuan dan
kebudayaan sering kali diperebutkan karena dipengaruhi oleh zaman
saat pengetahuan itu ditransformasikan.

Lihatlah contoh, bagaimana orde baru memonopoli makna
sejarah dengan memproduksi film G 30 S/PKI yang wajib ditonton
siswa SD sampai SLTA dan ditayangkan tiap tahun di televisi. Artinya,
ketika Ilmu pengetahuan dan bagaimana proses menghasilkan dan
mengembangkannya dibawa dalam kegiatan belajar mengajar maka
selalu ada intervensi dan bias-bias politik dalam memperebutkan
makna pengetahuan itu sendiri terutama oleh penguasa saat itu.

Oleh karena itu pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan
masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang mengerti
hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam proses pembangunan
bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional adalah proses
menumbuhkan bentuk budaya politik (a form cultural politics) dalam
perspektif tertentu yang mengacu pada masa depan yang jelas
(pembukaan UUD 1945 alenia 4). Melalui kegiatan pedagogis,
gambaran tentang masyarakat yang ideal itu dituangkan dalam alam
pikiran peserta didik sehingga terjadi proses inkulturasi dan
akulturasi budaya. Pemikiran ini mengandung makna bahwa lembaga
pendidikan sebagai tempat pembelajaran manusia memiliki fungsi
sosial (agen perubahan di masyarakat) dan politik.

Apakah lembaga pendidikan telah mampu mengantarkan peserta
didiknya sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Hal ini masih
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perlu dipertanyakan. Lembaga pendidikan menurut penulis kurang
berhasil dalam mengantarkan anak didiknya sebagai agen perubahan
sosial di masyarakat dan terjebak pada komersialisasi ilmu penge-
tahuan. Mereka lebih dipersiapkan untuk memenuhi bursa pasar
kerja ketimbang memandangnya sebagai objek yang dapat dibentuk
agen perubahan sosial di masyarakat. Tentu, keadaan ini cukup
memprihatinkan manakala wajib belajar 9 tahun sedang digelorakan.
Sementara, secara bersamaan, biaya pendidikan juga berlari lebih
kencang. Memang telah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
tetapi pemanfaatan BOS dalam tataran akar rumpur (di sekolah-
sekolah) tidak sesuai dengan konsep dan latar belakang BOS.

Banyak pengamat pendidikan mengatakan bahwa pendidikan
di Indonesia telah salah urus, baik dalam tataran konsep dasar
maupun konsep pengajaran. Konsep dasar pendidikan nasional yaitu
membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kata ‘seutuhnya’ kalau
boleh sedikit ditafsirkan adalah manusia yang memiliki kecakapan
eksistensi diri (kecakapan hidup), kata hati (naluri), moral (etika)
dan budi pekerti yang luhur (akhlaqul karimah).

Namun konsep pengajaran yang kini berjalan, lebih menekankan
aspek kecakapan diri, keterampilan hidup atau kemampuan hitung-
menghitung (matematika). Karena itu, yang tampil ke permukaan
adalah berbondong-bondong siswa setingkat SLTP sampai SLTA
memenuhi segala jenis lembaga bimbingan belajar hanya untuk satu
tujuan, lulus pada pelaksanaan ujian nasional (UN) yakni dengan
standar nilai minimal 4,25. Bahkan, sudah menjadi tradisi dan selalu
menjadi headline di setiap media massa, dalam setiap pelaksanaan
UN, terdapat kecurangan.

Guru sebagai sosok panutan siswa dalam sikap dan tindakan,
terpaksa dan dipaksa melakukan yang seharusnya sangat tidak boleh
dilakukan baik dari kaca mata ilmu pendidikan maupun Agama.
Tindakan itu berupa perselingkuhan akademis hanya untuk
meluluskan anak didiknya. Alih-alih mengajarkan kejujuran yang
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terjadi adalah sebaliknya. Generasi masa depan sebagai penerus
bangsa adalah generasi yang memiliki dimensi rasionalitas dan
dimensi religiusitas secara seimbang atau dalam terminologi yang
umum, kecerdasan intelektual, keceradasan emosional, dan
kecerdasan spiritual. Ketiga kecerdasan itu ada dalam diri setiap
manusia. Lembaga pendidikan adalah institusi yang melatih,
menumbuhkan dan mempertajam saja.

Namun sayang sungguh sayang, yang lebih dipertajam dalam
sistem pengajaran di lembaga pendidikan formal hanya salah satu
dari tiga itu. Sehingga tidak heran jika produk dari sistem pendidikan
formal yang sekarang berada dalam posisi-posisi penting di
pemerintahan pusat maupun daerah dan perusahaan, tidak takut atau
ragu untuk melakukan praktik-praktik Korupsi, kolusi maupun
nepotisme (KKN). Ini teradi karena sistem pendidikan kita yang
masih parsial, yakni hanya menekankan salah satu aspek dari tiga
kecerdasan tersebut.

Generasi penerus bangsa, selain harus memiliki kemampuan
cakrawala pandangan yang luas juga harus memiliki analisis berpikir
yang komprehensip, yang diimbangi sikap nasionalisme yang tinggi.
Para pejuang kemerdekaan adalah bukti konkret dari jiwa nasionalisme
yang tinggi itu. Lembaga pendidikan tradisional seperti pondok
pesantren adalah institusi yang mengobarkan semangat nasionalisme
sejak lembaga pendidikan formal belum lahir (lihat para pahlawan
nasional prakemerdekaan).

Hingga saat ini, pesantren tetap menunjukkan jiwa nasionalisme
yang tinggi. Ketika kontroversi buku sejarah Kurikulum 2004,
tentang pemberontakan G 30 S/PKI muncul, yang pertama kali
memrotes adalah pengasuh Pondok Pesantren Raudothul Tholibin,
Gus Mus. (bukan Kepala sekolah atau Guru SMP/SMAN yang akan
menggunakan buku itu). Kemudian kita bandingkan sekarang dengan
lembaga pendidikan formal yang kini berjalan. Semangat
nasionalisme hampir tidak menjadi objek garapan kedua (setelah
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kemampuan intelektual). Persoalan nasionalisme hanya sekadar
formalitas pada mata pelajaran sejarah. Lebih memprihatinkan lagi,
banyak lembaga pendidkan formal yang lebih berorientasi ke Barat
(baca: Amerika).

Cara pandang yang menganggap bahwa Barat adalah sumber
kemajuan sehingga perlu meniru semua yang datang dari Barat adalah
keliru. Bangsa Indonesia memiliki tradisi ketimuran yang berbeda
dengan bangsa lain. Jusrtu itulah kelebihan Bangsa Indonesia.
Rendahnya semangat nasionalisme saat ini bisa kita saksikan pada
penyelenggara negara maupun pengusaha yang cenderung korup,
bahkan tidak segan-segan melarikan harta korupsinya ke luar Negeri.

Lembaga pendidikan hendaklah menjadi institusi yang selalu
menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme kepada anak cucu
kita. Kita hendaknya tidak latah dengan meniru orang Barat belajar
sampai sore, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk
menyinari ajaran Agama kepada remaja kita. Ajaran-ajaran Agama
sebagai doktrin menumbuhkan semangat cinta Tanah Air dan sumber
etika moral serta budi pekerti yang luhur masih perlu mendapat
perhatian.

Kita telah memasuki abad 21 yang dikenal dengan abad penge-
tahuan. Para peramal masa depan (futurist) mengatakan sebagai abad
pengetahuan karena pengetahuan akan menjadi landasan utama
segala aspek kehidupan (Trilling dan Hood, 1999). Abad pengetahuan
merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang.
Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya
terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan
yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat,
juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu
pengetahuan, psikologi, dan transformasi nilai-nilai budaya.
Dampaknya adalah perubahan cara pandang manusia terhadap
manusia, cara pandang terhadap pendidikan, perubahan peran orang
tua/guru/dosen, serta perubahan pola hubungan antarmereka.
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Trilling dan Hood (1999) mengemukakan bahwa perhatian
utama pendidikan di abad 21 adalah untuk mempersiapkan hidup
dan kerja bagi masyarakat.Tibalah saatnya menoleh sejenak ke arah
pandangan dengan sudut yang luas mengenai peran-peran utama
yang akan semakin dimainkan oleh pembelajaran dan pendidikan
dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Kemerosotan pendidikan kita sudah terasakan selama bertahun-
tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai
penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah
kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984,
kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994. Nasanius (1998)
mengungkapkan bahwa kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan
oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme
guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai
penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat
dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi
minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan
lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang
dilakukan guru (Sumargi, 1996).

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum
memadai utamanya dalam hal bidang keilmuannya. Misalnya guru
Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika. Ataupun guru IPS dapat
mengajar Bahasa Indonesia. Memang jumlah tenaga pendidik secara
kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme
belum sesuai dengan harapan. Banyak di antaranya yang tidak
berkualitas dan menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka
kurang mampu menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar
berkualitas (Dahrin, 2000).

Banyak faktor yang menyebabkan kurang profesionalismenya
seorang guru, sehingga pemerintah berupaya agar guru yang tampil
di abad pengetahuan adalah guru yang benar-benar profesional yang
mampu mengantisipasi tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan.

291



Dr. H. Moch. Tolchah, M. Ag.

Para ahli mengatakan bahwa abad 21 merupakan abad pengetahuan
karena pengetahuan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan.
Menurut Naisbit (1995) ada 10 kecenderungan besar yang akan
terjadi pada pendidikan di abad 21 yaitu; (1) dari masyarakat industri
ke masyarakat informasi, (2) dari teknologi yang dipaksakan ke
teknologi tinggi, (3) dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia, (4)
dari perencanaan jangka pendek ke perencanaan jangka panjang, (5)
dari sentralisasi ke desentralisasi, (6) dari bantuan institusional ke
bantuan diri, (7) dari demokrasi perwakilan ke demokrasi
partisipatoris, (8) dari hierarki-hierarki ke penjaringan, (9) dari utara
ke selatan, dan (10) ke pilihan majemuk.

Berbagai implikasi kecenderungan di atas berdampak terhadap
dunia pendidikan yang meliputi aspek kurikulum, manajemen
pendidikan, tenaga kependidikan, strategi dan metode pendidikan.
Selanjutnya Naisbitt (1995) mengemukakan ada 8 kecenderungan
besar di Asia yang ikut mempengaruhi dunia yaitu; (1) dari negara
bangsa ke jaringan, (2) dari tuntutan eksport ke tuntutan konsumen,
(3) dari pengaruh Barat ke cara Asia, (4) dari kontol pemerintah ke
tuntutan pasar, (5) dari desa ke metropolitan, (6) dari padat karya ke
teknologi canggih, (7) dari dominasi kaum pria ke munculnya kaum
wanita, (8) dari Barat ke Timur. Kedelapan kecenderungan itu akan
mempengaruhi tata nilai dalam berbagai aspek, pola dan gaya hidup
masyarakat baik di desa maupun di kota. Pada gilirannya semua itu
akan mempengaruhi pola-pola pendidikan yang lebih disukai dengan
tuntutan kecenderungan tersebut. Dalam hubungan dengan ini
pendidikan ditantang untuk mampu menyiapkan sumber daya
manusia yang mampu menghadapi tantangan kecenderungan itu
tanpa kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsanya.

Dengan memperhatikan pendapat Naisbitt di atas, Surya (1998)
mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia di abad 21 mempunyai
karakteristik sebagai berikut: (1) Pendidikan nasional mempunyai
tiga fungsi dasar yaitu; (a) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
(b) untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang

292



Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru

diperlukan dalam proses industrialisasi, (c) membina dan
mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu
pengetahuan dan teknologi; (2) Sebagai negara kepulauan yang
berbeda-beda suku, agama dan bahasa, pendidikan tidak hanya
sebagai proses transfer pengetahuan saja, akan tetapi mempunyai
fungsi pelestarian kehidupan bangsa dalam suasana persatuan dan
kesatuan nasional; (3) Dengan makin meningkatnya hasil
pembangunan, mobilitas penduduk akan mempengaruhi corak
pendidikan nasional; (4) Perubahan karakteristik keluarga baik fungsi
maupun struktur, akan banyak menuntut akan pentingnya kerja sama
berbagai lingkungan pendidikan dan dalam keluarga sebagai intinya.

Nilai-nilai keluarga hendaknya tetap dilestarikan dalam
berbagai lingkungan pendidikan; (5) Asas belajar sepanjang hayat
harus menjadi landasan utama dalam mewujudkan pendidikan untuk
mengimbangi tantangan perkembangan jaman; (6) Penggunaan
berbagai inovasi Iptek terutama media elektronik, informatika, dan
komunikasi dalam berbagai kegiatan pendidikan, (7) Penyediaan
perpustakaan dan sumber-sumber belajar sangat diperlukan dalam
menunjang upaya pendidikan dalam pendidikan; (8) Publikasi dan
penelitian dalam bidang pendidikan dan bidang lain yang terkait,
merupakan suatu kebutuhan nyata bagi pendidikan di abad
pengetahuan.

Pendidikan di abad pengetahuan menuntut adanya manajemen
pendidikan yang modern dan profesional dengan bernuansa
pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu
mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam
kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf,
kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri,
komunikasi, dan keterlibatan orang tua/masyarakat. Tidak kalah
pentingnya adalah sosok penampilan guru yang ditandai dengan
keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan
ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesionalisme,
kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin, wawasan masa depan,
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kepastian karier, dan kesejahteraan lahir batin. Pendidikan
mempunyai peranan yang amat strategis untuk mempersiapkan
generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan
emosional yang tinggi dan menguasai megaskills yang mantap. Untuk
itu, lembaga penidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan
pencerahan dan pemberdayaan dalam berbagai aspeknya.

Menurut Makagiansar (1996) memasuki abad 21 pendidikan
akan mengalami pergeseran perubahan paradigma yang meliputi
pergeseran paradigma: (1) dari belajar terminal ke belajar sepanjang
hayat, (2) dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar
holistik, (3) dari citra hubungan guru-murid yang bersifat konfrontatif
ke citra hubungan kemitraan, (4) dari pengajar yang menekankan
pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan
fokus pendidikan nilai, (5) dari kampanye melawan buta aksara ke
kampanye melawan buat teknologi, budaya, dan komputer, (6) dari
penampilan guru yang terisolasi ke penampilan dalam tim kerja, (7)
dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi ke orientasi kerja sama.
Dengan memperhatikan pendapat ahli tersebut nampak bahwa
pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi berbagai tantangan
dan tuntutan yang bersifat kompetitif.

Praktik pembelajaran yang terjadi sekarang masih didominasi
oleh pola atau paradigma yang banyak dijumpai di abad industri.
Pada abad pengetahuan paradigma yang digunakan jauh berbeda
dengan pada abad industri. Galbreath (1999) mengemukakan bahwa
pendekatan pembelajaran yang digunakan pada abad pengetahuan
adalah pendekatan campuran yaitu perpaduan antara pendekatan
belajar dari guru, belajar dari siswa lain, dan belajar pada diri sendiri.
Praktik pembelajaran di abad industri dan abad pengetahuan dapat
dilihat berikut.
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Ciri-ciri pembelajaran di Abad Industri:
1. Guru sebagai pengarah
2. Guru sebagai smber pengetahuan
3. Belajar diarahkan oleh kurikulum.
4. Belajar dijadualkan secara ketat dengan waktu yang terbatas
5. Terutama didasarkan pada fakta
6. Bersifat teoretik, prinsip-prinsip dan survei
7. Pengulangan dan latihan
8. Aturan dan prosedur
9. Kompetitif
10. Berfokus pada kelas
11. Hasilnya ditentukan sebelumnya
12. Mengikuti norma
13. Komputer sebagai subjek belajar
14. Presentasi dengan media statis
15. Komunikasi sebatas ruang kelas
16. Tes diukur dengan norma
Ciri-ciri Pembelajaran di Abad Pengetahuan:
1. Guru sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan
2. Guru sebagai kawan belajar
3. Belajar diarahkan oleh siswa kurikulum.

4. Belajar secara terbuka, ketat dengan waktu yang terbatas, fleksibel
sesuai keperluan

5. Terutama berdasarkan proyek dan masalah

6. Dunia nyata dan refleksi prinsip dan survei
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7. Penyelidikan dan perancangan
8. Penemuan dan penciptaan

9. Kolaboratif

10. Berfokus pada masyarakat

1

[EN

. Hasilnya terbuka

12. Keanekaragaman yang kreatif

13. Komputer sebagai peralatan semua jenis belajar
14. Interaksi multi media yang dinamis

15. Komunikasi tidak terbatas ke seluruh dunia

16. Unjuk kerja diukur oleh pakar, penasehat, kawan sebaya dan diri
sendiri.

Akhirnya yang paling penting, paradigma baru pembelajaran
ini memberikan peluang dan tantangan yang besar bagi perkembangan
profesional, baik pada preservice dan inservice guru-guru Kita. Di
banyak hal, paradigma ini menggambarkan redefinisi profesi
pengajaran dan peran-peran yang dimainkan guru dalam proses
pembelajaran. Meskipun kebutuhan untuk merawat, mengasuh,
menyayangi dan mengembangkan anak-anak kita secara maksimal
itu akan selalu tetap berada dalam genggaman pengajaran, tuntutan-
tuntutan baru Abad Pengetahuan menghasilkan sederet prinsip
pembelajaran baru dan perilaku yang harus dipraktikkan.

Berdasarkan gambaran pembelajan di abad pengetahuan di atas,
nampak bahwa pentingnya pengembangan profesi guru dalam
menghadapi berbagai tantangan ini. Prospek pendidikan Islam pada
masa mendatang, bisa dilihat dan diteropong melalui lensa realitas
pendidikan Islam di Indonesia yang ada pada hari ini. Melihat kendala
yang dihadapi oleh pendidikan nasional, minimal telah terpantul sinar
yang juga menggambarkan tentang kondisi pendidikan Islam di
Indonesia pada masa kini. Adapun kendala tersebut adalah berupa:
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1. Kurikulum yang belum mantap, terlihat dari beragamnya jumlah
presentasi untuk pelajaran umum dan agama pada berbagai
sekolah yang berlogo Islam.

2. Kurang berkualitasnya guru, yang dimaksud disini adalah kurang
kesadaran professional, kurang inofatif, kurang berperan dalam
pengembangan pendidikan, kurang terpantau.

3. Belum adanya sentralisasi dan disentralisasi.

4. Dualisme pengelolaan pendidikan. yaitu antara Depag (Kemenag)
dan Depdikbud.

5. Sisa-sisa pendidikan penjajahan yang masih ditiru seperti
penjurusan dan pemberian gelar.

6. Kendali yang terlalu ketat pada pendidikan tinggi.
7. Minimnya persamaan hak dengan pendidikan umum.

8. Minimnya peminat sekolah agama karena dipandang prospeknya
tidak jelas.

Beberapa strategi yang perlu dicanangkan untuk memprediksi
pendidikan Islam masa depan adalah sebagai berikut.

1. Strategi sosial politik

Menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok
formalisasi ajaran Islam di lembaga-lembaga negara melalui upaya
legal formalitas yang terus menerus oleh gerakan Islam terutama
melalui sebuah partai secara eklusif khusus bagi umat Islam termasuk
kontrol terhadap aparatur pemerintah. Umat Islam sendiri harus
mendidik dengan moralitas Islam yang benar dan menjalankan
kehidupan islami baik secara individu maupun masyarakat.

2. Strategi Kultural

Dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin
dengan memperluas cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan
kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia.
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3. Strategi Sosio Kultural

Diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasya-
rakatan yang menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Selanjutnya, pendidikan di era globalisasi pada hari ini dan akan
datang memprasyaratkan persiapan sumber daya manusia yang
berkualitas (qualified human resource), tentunya dengan tingkat
penguasaan sains dan tekhnologi yang mumpuni, terutama
tekhnologi komunikasi, dan pembekalan basic moralitas yang tergali
dari kearifan tradisi-kultural dan nilai-nilai doktrinal agama yang
kuat. Tanpa itu semua, kehadiran bangsa kita yang sudah nyata-nyata
berada di tengah pentas kompetisi global, hanya sekedar akan
semakin menyengsarakan masyarakat lokal (nasional) dan
menempatkan bangsa kita pada wilayah pinggiran (peripheral),
hanya menjadi penonton dari hiruk-pikuknya percaturan negara-
negara secara global di berbagai dimensi kehidupan.

Lebih dari itu, ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak SDM
yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan
berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan ekses negatif yang
tidak sedikit jumlahnya bagi seluruh masyarakat, baik secara politik,
ekonomi maupun budaya. Di sinilah, sekali lagi, bahwa pendidikan
menjadi agenda prioritas kebangsaan yang tidak bisa ditunda-tunda
lagi untuk diperbaiki seoptimal mungkin.

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang
(long-term investmen), yaitu dengan mempersiapkan SDM yang
berkualitas melalui saluran pendidikan. Artinya, untuk mempersiap-
kan SDM yang berkualitas di masa depan, sudah barang tentu
masyarakat harus melakukan investasi sebesar-besarnya untuk
peningkatan kualitas (proses dan hasil) dunia pendidikan. Untuk
berpartisipasi dalam berinvestasi dalam meningkatkan kualitas
pendidikan, tentu membutuhkan pengeluaran dana (finance) yang
tidak sedikit, sedangkan sebagian besar masyarakat kita, mayoritas
masyarakat yang secara ekonomi dalam kategori menengah ke bawah,
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sehingga tidak memungkinkan untuk diharapkan kontribusinya
secara maksimal.

Lantas kalau sudah demikian, apa yang paling memungkinkan
yang bisa kita perbuat untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa,
mencetak SDM yang berkualitas dan memperkuat basis moral dan
agama warga negara, terutama generasi mudanya, dalam kondisi yang
sangat menyulitkan ini (krisis multidimensional)? Siapapun akan
mengerutkan dahi, dipusingkan, ketika menyadari problem sebesar
ini. Namun sebesar apa pun masalah, bukan berarti tak ada
penyelesaiannya. Pendidikan merupakan masalah bangsa, yang itu
berarti menyangkut kepentingan seluruh elemen bangsa.

Untuk menyelesaikan masalah bangsa, tentu saja membutuhkan
keterlibatan, partisipasi aktif, dan keseriusan dari semua elemen
bangsa. Demikian pula dengan problem keterpurukan pendidikan
nasional, yang di dalamnya memuat upaya untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, penanaman nilai-nilai (internalizing of values),
serta moralalitas yang baik seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan dengan demikian merupakan agenda besar yang
tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggara-
kannya, tetapi juga memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif
semua elemen bangsa, tanpa terkecuali. Meski begitu, tidak kemudian
masing-masing elemen bangsa dapat mengerjakan sendiri-sendiri
secara terpisah (particular) dan terpe ncar (sporadic), justru pada
saat seperti ini perlu adanya kerjasama, baik antar-elemen maupun
antara elemen bangsa dengan pemerintah. Pola kerja seperti ini
kemudian meniscayakan adanya emansipasi, dan partisipasi aktif
masyarakat yang lebih bersifat buttom-up (dari bawah ke atas),
daripada yang berpola top-down (dari atas ke bawah) dan over-
sentralistik, seperti yang pernah diterapkan pada zaman Orde Baru.

Di samping itu, pola emansipatoris dalam menyelesaikan
persoalan di seputar dunia pendidikan, membawa aura demokrasi
dan mengindikasikan semakin menguatnya bangunan masyarakat

299



Dr. H. Moch. Tolchah, M. Ag.

sipil (civil society) di Indonesia. Emansipasi dunia pendidikan,
terlihat menemukan momentum yang tepat di Indonesia, terutama
pasca lengsernya rezim Orde Baru yang selama lebih dari tiga
dasawarsa berkuasa, pada kurun waktu '98-an. Praktis setelah itu,
tuntutan perubahan yang datang dari masyarakat melalui saluran
aksi demonstrasi mahasiswa dan NGO's tidak bisa terbendung lagi.
Mencairnya kebekuan sistemik ototitarian dan terbukanya kran
demokrasi di Indonesia, banyak berpengaruh terhadap adanya
perubahan di berbagai sektor kehidupan di Indonesia, terutama
mengenai perubahan revolusioner sistem pemerintahan, dari yang
berkarakter sentralistik-otoritarian, menjadi desentralistik-
demokratis.

Perubahan yang sangat vital dan fundamental dari kehidupan
berbangsa ini, kemudian pada gilirannya berpenetrasi terhadap dunia
pendidikan, sehingga semakin memunculkan warna yang berbeda
dengan sebelumnya. Pada lokus inilah, nampaknya dunia pendidikan
kita mulai mempertimbangkan penerapan konsep ‘education based
community’ (konsep pendidikan berbasis komunitas-masyarakat).
Abdul Malik Fadjar dalam hal ini melihat adanya indikasi positif dari
penerapan konsep ini. Beliau menegaskan bahwa, pendidikan berbasis
masyarakat mempunyai platform dasar penguatan sistem pendidikan
di masyarakat dengan serangkaian agenda, yaitu: Pertama,
memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar guna meningkatkan
peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam
perencanaan, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan
di semua jalur, jenjang, jenis dan satuan masyarakat. Kedua,
menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap
rasa kepemilikan sekolah, dengan cara ikut bertanggung jawab
melalui kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima keragaman
sosial-budaya.

Ketiga, mendukung masyarakat untuk mengambil peran yang
jelas dalam pendidikan, terutama orang tua dalam paket kebijakan
desentralisasi. Keempat, mendorong peran masyarakat dalam
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mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, memper-
tegas peran sekolah, meningkatkan mutu, dan relevansi, efisiensi
manajemen pendidikan serta membuka kesempatan sekolah yang
lebih besar demi program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (dalam
Ibtisam Abu-Duhou, 2002).

Dengan menyadari betapa beratnya tantangan dunia pendidikan
di tengah era otonomi daerah dan era globalisasi, nampaknya konsep
‘education based community’ yang juga parallel dengan konsep
‘school based management’ (manajemen berbasis sekolah), setidaknya
memberi angin segar bagi sistem pendidikan nasional untuk dapat
selalu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat yang
semakin kompleks dan penuh dengan pelbagai tantangan ini. Dan
barangkali kita semua berharap besar, bahwa RUU Sistem Pendidikan
Nasional yang sudah dirumuskan, betul-betul membawa semangat
pemberdayaan masyarakat, kesetaraan, persamaan kesempatan,
keadilan dan berorientasi masa depan, tentunya untuk membangun
bangsa unggul agar lebih baik di masa yang akan datang.
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